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Hukum ograria memiliki dua pengertian, Hukum agrario
dalam artlan luas yattu buml, alr, ruang angkasa, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Sedangkan dalam artlan sernplt hukum dgraria
merupakan aturan tertulls atou tidak tertulls tentang ' f

hak-hak pertanahan atau pertanlan sajo.

Buku Inl menyallkan kaflan teorftls tentang hukum
agrarld dan hukum pertanahan secara ringkas namiin

membertkan pemahaman yang luas tentang tentang
hukum agrarta khususnya hak-hak yang terkandung

dalam tanah. Pemaparan tentang pertanahan daon hak:
hak yang terkandung di dalamnya, Buku inl akan sangat

berguna bagi semua kalangan masyakat terutama bagl
para mahasiswa Fakultsas Hukum khususnya imahasiswa

kosentrasl hukum ograria, para akademisl, dan prakts)
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Pengantar Pennlis ...

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari materi kuliah
Hukum Agraria dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam
proses belajar mengajar secara interaktlf dalam konteks upaya
pemahaman yang, kritis dan aptimal materi perkulizhan dengan
arahan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan,

Secara teknls, motivasi penyusunan ini disebabkan sulitnya
mencari rujukanpada berbagai perpustakaan lokal, kanenanya maten
inl sengaja disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok
materi, sedangkan proses aktuallsasinya akan sangat tergantung
darl kreativitas mohasiswa, merefleksikannya secara Jell dengan
masalah-masalah yang relevan dengan materi kajian. Dengan

demikian kreatlvitas bukan fawaban final darl suatu proses belajar,
yang, memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata akhir,

Torsajinya serangkaian pembahasan materi kuliah ini berkat
addanyn bantuan {rasahal, Blmblagan dan telaah kritis) dari banyak




pihak, sehingga dengon kerendahan h i

ati penulis menyampaika
rasa hormat dan terima kaslh kepada Bapak Prof. D}Ir "'.‘F:‘:ulhri
Pramone, S.H, M.H., dan oo Prof, DR, M " .

arla SW Sumard
S.H., M.CL., alas blimbi ngan kekitls. ¥ Lam “'dj-'.'ﬂﬂ-l.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, balk tekhnls
::.mpun substansl dalam penulisan materd kuliah ini, maka pu;-mlll.ls
d;mim: (bahkan mengharapkan) berbagai kritik yang rasional

n : jektif untuk perbaikan selanjutnya, Semoga rangkuman
penulisan materi kullah ini beemanfaat bagl yang membaca

Biak, 2017

Pengantar Penerbit ...

Hukum Agraria bukan hanya merupakan salu perangkat
bidang hukum. Hukum Agrarin merupakan satu kelompok bldang
hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas
sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk didalamnya
tanah,alr, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan penguasaan alos
tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

Dialam ruang lingkup agraria, tanah merapakan bagian dari bumi,
vang disebut permukaan bumi, Tanah yang dlmaksudkan dl sini
bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya
mengabur salahsatu nspeknya, yaitu ta nah dalam pengertian vuridis
yang discbut hak,

Hukum agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Maknk
Agraria (LUPA) Namun Sebelum berlakunya UUTA, Hukum Agraria
A Indonesta terdied alan Tima poranghat hukum, vaite Hukim
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AgRraria Adat, Hukum Agrarnia harat, Hukam Agraria Administratif,
Hukum Aprania Sw Apraga, Hukum Agraria Antar Golongan,

Dalam bk ind Pevulis menfelaskan lebih detall dan men-dalam
lentang hukum agracia dan hukum tanah.Pembaca akan metige-

tahul tentang berbagal Paradigma pertanahan dengan seluryh hak-
hak vang bersanghutan didalaminya

Hadirnya raku ini mamps menjali acvan bagl para mahasiswa
It hukum kh ususnya hubum agearda mawgpun para prakiisl, Buku
i tersusun dalam VI bab yakal babs Wengertion Hukum Apraria
dan Hukum Tanah, bab 11 | 12k Penpuasaan Atas Tanah, bab 11T Hak-

hak Atas Tanal, bab IV |y rdreform, bab V Tata Guaa Tanali, hah ¥
Pendaftaran Tanah,

Penerbit menyampalkan terima kasih dan apresdasi setingg-
Hngginya kepada SaudaraMuslim | obubin, S.H., M.H., karend telah
mempercayakon penerbilon buku iy kepada kami, i Inteli Rensia
Meddia, Semoga buku inl turut sty dalam menumbuhkemba ngkan
khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia,
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WM Pengertian
Hukum Agraria
dan Hukum Tanah

A. Pengertian Agraria
Istilah Agrarln berasal darl kata Alker [Bahasa Belanda), Agros

{Bahasa Yunan] berarti tanah pertanian, Agger {(Bahasa Latin) berarti

tanah_atau sebldang tanah, Agrarius (Bahasa Latin] herarti
perladangan, persawahan, pertpnian, Agrariti (Bahasa Inggria) berarth
tanah untuk perlanian. ‘ -

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti agrarism i3
retatireg 1o land, or for wdivision or distribution of tiised; as an egrarlan faws

(Henry Campbell, 1991: 43}, Menurut Andi Hamzah {1985 T'..'J:
Jutaria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di

3 : s ubekti dan 1L, Tjitrosoedibio (1983:12), agraria
A I {a di dalam dan di

adalah wrusan tanah dan segala apa yang a
a yang ada di dalam tanah misalaya batu, kerikil,

ada dl atas tanah dapat berupa tanaman

atasnya, Ap
tambang, sedangkan yang

atay Bangunan, _
it Andi Hamazah, Subekti, don K

'enpertian agraria menurn :
Mjltrosoedibiominp dengan pengertian real estabe p'anp,dnlrt-ru.lnlr.nhm




Huksw Apraria

wleh Arthur ' Crabtree dalam Urip Santoso (2005:2) yang menyatakan
baliwa hak milik (prroperty) dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

I, Keal Property

& Personal Property

Real property juga disebul real estate, Real Estate adalah tanah dan
?:1::1ru sesuatu yang secara permanen melekat pada tan ah (Rel eatirte
i3 Aited amd everylhing that f2 permancntly atlached Lo il (lind)).

Real esigte Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tamah
(melekat pada tanah),

Fersond property: Apabila sesuatu (benda) ity terlepas dari tanah.

Dalam Undang-Undang No. 5 Talun 1960 te 2 Ie
Dagar Pokok-Pokok Agrarls, LNRI Tahun 1960 Nu.n‘iil-ln%fll:lﬁ:;];?;
243, disahkan langgal 24 September 1960, yang lebih d:'h-_-nnl-
dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (LAY tidak
memberikan pengertian agraria, hanya memberikan ruang lingkup
agraria sebagaimana yang lercantum dalam konsideran, pasal-pasal
maupun penjelusannya. Ruang lingkup agraria menurat UUPA
meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam vang ter-
kandung di dalamnya (BARAKA), )

A P Parlindungan (1991:36) menyatakan bahwa pengertian
agrarin mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arli sempit, bisa
berwujud hak-hak atas tanah, slaupun pertanian saja, sedangkan
Pasal T dan Pasal 2 UUPA talah mengambil sikap dalam pengertian
vang meluas, yaltu bumi, alr, ruang angkasa, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya.

Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama SUngan ruang
lingkup sumber daya agrariafsumber dayaalam menurut Ketetapan

MI'R RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam,

Evang lingkup agrariafsumber da Ya agrariafsumber daya alam
dapatdijelaskan sebagai berikul:
I Bumi

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat {4) UUPA adalah
permulkaan bumi, termasuk pula tebuh Bumi di bawahnya serta

v berada di bawah ale Permukaan bl menrat Pasal 4 ayal
LI LILIPA adalah tanak

Hemghy Kayare 2 Marlise Lobwban

2. Air
Pengertian ale menurut Pasal 1 ayat (8) UUTA adalah air yang
berada di perairan pedalatian maupun air yang berada di laut
wilayah Indonesia, Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian
air melipuli alr yang terdapat di dalam dan atau berasal dan
sumber-sumber air, baik yang terdapat di atps maupun di bawah
permukaan tanah, tetapl tidak meliputi alr yang terdapat di laut,

3. Ruang Angkasa
Pengertian ruang anghkasa menunat Pasal Tayat (6) UUTA adalah
ruan g b atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah
Irndonesia. Pengertan ruang angkasa menurul Pasal 48 UUTA,
ruang di atas bimi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-
unsir yang dapat digenakan untuk usaha-usaha memellhara dan
memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam
vang lerkandung di dalamnya dan hal-hal lnin yang bersanglutan
cungan itu,

4. Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya
Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan,
yaltu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijl-bijian dan segala
macam batuan, lermasuk batuan-batuan mulla yang merupakan
endapan-endapan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).

Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain
kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan
laul wilayah Indonesia (Undnng-Undang No. 9 Tahun 1985
tentang Perikanany,

Dalam hubungan dengan kekaynan alam di dalam tubuh bumi
danabr tersebut porlu dimaklumd adanya pengertion dan lembaga
Zone Ekonomi Eksklusif, yang meliputi jalur perairan dengan
batas terluar 200 mil laut diukur dan garis pangkal laut wilayoah
Inclonesa, Dalam Zone Ekonom| Eksklusa ini hak berdaulat uniuk
melnkukan eksplorast, eksploitasi, dan lain-lalnnya atas segala
sumbser daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di dasar
banit s ptan bbb bamb Jl bawahinga air di atasnya, ada pada Negara
Hepublik Indoncsia DlndanggUndang, S0 5 Talian 1953 tentang
L Ehisaomni Eksklusi]



Hukne Apraria

Dari segl unsur-unsumya, pengerian agraria mielp dengan
pengertion ruang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang
'enataan Ruang LNRI Tahun 1992 No. 105 - TLNRI No, 3501,
Menurut Ppsal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ruang adalah wadah
yang meliputl ruang daralan, ruang lautan, dan ruang vdara sebagai
satukesatuan wilayah, lempat manusla dan makhluk lainnyn hidup
don melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Buang lngkup ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan
ruang udara, Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atos dan
di bawah permukaan doratan termasuk permukpan perairan darat
dan sisi darat dari garis lout terendah. Ruang lautan adalah ruang
yang lerlelak di atas dan di bawah permukaan laut dimulal darl sisf
laut garis laut terendah termasuk dasar laut don bagian bumi di
bawahnya, di mana Republik Indonesian mempunyal hak yurlsdiks,
Ruang udara adalah ruang yang terlelak di atas ruang daratan dan
atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi,
dimana Republik Indonesia mempunyal hak yurisdiksi. Pengertian
ruang udarn fmirspace) idak sama dengan pengertlan ruang anghasa
{oriterspace}, Ruang angkasa beserta slnya seperti bulan dan benda-
benda langit lainnya adalah bagian darl antariksa, yang merupakan
ruang di luar ruang udara,

Fengertlan agrarla dalam arti sempit hanyalah mellputi
permukaan bumi vang disebut tanah, sedangkan pengertianagrara
dalam artl luas adalab meliputi buml, air, ruang anghasa, don
kukayaan alam yang teckandung di dalamny o, Pengerian tanah yang
dimaksardkan di sini bukan dalam pengertian Rsik, melainkan tanah
dalam pengertian yuridis, vaitu hak. Pengertian agraria vang dimuat
dalam UUP'A adalah pengertian agraria dalam arti Juas,

Pengertian agraria juga sering dikailkan dengan corak kehidupan
Juntu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagal negara
agraris, yaltu suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup
dan bercocok tanam (berfani) atau kehidupan masyarakatnya bor-
timpu pada seklor pertanion. Agraris sebagal kata sifal dipergunakan
untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yvany
bertumpa paila sektor perlanian dengan corak behidupan masy arubat
perkotaan yvang bortumpu pada sekbor nonepeanian (pecdsgangan,
ndustel, brokrasi)

Hlemghy Kugame Murlim | abairan

B. Pengertian Hukum Agraria

Menurul Soedikno Merlokusumo (19688:11), Hukum Agraria
adalah keseluruhan kaldah-kaidah hukuem, baik yang te Flulls matpian
yang tidak tertulis yang mengatur ;rg;mrln. Bachsan I!'r'luslnfaﬂ?ﬂﬁ:ﬂ]
muenjabarkan kaldah hukum yang tertulls adalah Hukum Agraria
datam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan
tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, sodangkan kaldah hu:\:!rr:
yang Hdak tertulis adalah | Tukum Agrardadalam bentuk ! [L:u m .*.r
Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat .r.cllemp.u an yn[nz
peetumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankanole
masyarakat adat yang bersangkutan.

sMenunit Soebekti dan R Tjitrosoedibio (1988:55), Hukum
Agraria Mgmrrsrh Recht), adalah keseluruhan dnrr1 kelenbuan-
kelentuan hukum, baik Hukum Peedata, Hukum .m.hl N.L"F:-?I-Tn‘l
(1t srecht) manpun Hukum Tata Usaha Negara { Adminiatralifrechi)
vang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk hladaE
hukum dengan bumi, alr dan ruang angkasa dalam selurulywi a].;
negara dan mengatur pula Wowenang-wewe nang yang bersumber
pada hubungan-hubungan tersebut.

Boedi Harsono (2003:8) menyatakan Hukum Agraria bukan
hanya merupakan satu peran pkat bidang hukum. Hukum r"ugr:-urI:a
merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang n1n5:1n|;,-
masing mengatur hak-hak penpuasaan atas simber-smber daya ,,11 am
terleniu yang termasuk pengertianagrana. Kelompok berbagal Dldang
hukum lersebut terdin atas:
| Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan alas lanah,

dolam arth permukaan buml.

2. Hukum Adr, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

1, Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaanatas
bahan-bahan gallan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang
I'okok Pertambanpgan.

4. Hukum Perlkanan, yang mungatur hak-hak penguasaan atas
kikayaan alam yang terkandung di dalam nlr,

5 [lukum Penpuasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam

Huang Angkiasa, mengatur huk-hak penguasaan alas tenaga dan

i Pasat
uiveue-unsur dakam ruang angkasa yang dimaksudian olebt Masa

tH LA



Menurat FoUlrecht yang dibatip oleh Bovdi Harsono, okum
Agrara dalam arti sempit sama dengan ukuam Taoabe ok
Agrarln dan Hukum Tanah menjadi Bagian dard Hukum Tata Usabia
Negara, yang mengufi perhubungan-perhubungan hubkum istimewa
yang dindakan akan memungkinkan para pejabat vang bertugas
menguris soal-soal lentang agrarde, melakukan tugas mereka ity

Feemasuk pula dalam kajlan Hukum Agraria adalah Hukum

Kehutanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan (Hak
Pengusahnan | futan) dan hasil hutan (Hak Memungut Hasll Hutan),

Hukum Agraria dari segi objek kajiannya Hdak hanya membahas
tentang bumi dalam arti sem pit yaltu tanah, akan teta pl membahas
juga tentang pengairan, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan
penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalom ruang angkasa.

C. Pembidangan dan Pokok Bahasan Hukum Agraria

Secara garis besar, Hukum Agraria setelah berlakunya UUPA
dibagi menjadi 2 bidang, yaitu:

1. Hukum Agraria Perdata (Keperdataan)
Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada
hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan,
mewa|lbkan, melarang diperlakukan perbuntan hukum yang
berhubungan dengan tanah fobleknya),
Contoh: jual beli, hak atas tanah sebagal [aminan utang (Hak
Tanggungan), pewarisan,

2. Hukum Agraria Administrasi (A diministratif)

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi

wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum

negara dan mengambil tindakan dari masalab-masalah agraria
yang Hmbul,

Contoh: pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak
atas tanah.

Sebelum berlakunya UUPA, Hukum Agraria i Hindia Belanda
(Indonesia} terdiri atas 5 perangkat hukum, yalhu:
1. Hukum Agraria Adat

Yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah Hukum Agraria yang
bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah

Fm g FYm g

denpian hak-hak atos tanah yang diatar okl

yang dipaiya At atat

kv Adat, yamg selanjutivga sering bl anah ad
tanah ndonesia. |
Hukum Aprana adat lerdapat dalam Hukum Adat lenbang h‘:m]:
dan alr :lv:.-:-nr.u intern}, vang memberikan Fclgnmr'.:‘,\:it
s ) “di ne . Hukum Agrari
sebagian terbesar tanah di negara | ..
;:ln-.:liﬂb.uhnn bagt tanah-lanah yang lunduk pada Hukum Adal
Misalnva tonah (hak) ulayat, tanah milik persedrangan ¥ang
unduk pada Hulum Adat.
Hubwm Agraria Baral
Vaitu keseluruhan darl kaidah-kaldah Hukum Agraria }'nﬂg
b:.-rs-u:nbur pada Hukum Perdata Barat, khususnya yang
bersumbier pada Boergeetifl Wetboek (BW). ] o
Hubum Agraria ini terdapat dalam Bocrgeriifk Wethoek (BYY) :]H;ﬂmh
kstemn), yang memberikan pengaturan bagi sebagian ke
[ L1 Py
letaph bernilal Hnggl, |
Hufum apraria ini diberlakukan atas dasar konkordansl, h:}.:\n]::
tanah Hak Efgendam, Hak Opstal, Hak Erfpacht, Rechts van Gebrutk.

Hubum Agraria Administratif -
Yaitu keseluruhan darl pcrnmmn-perntumfl JI?;:; EII:.“:-T:-;
putusan yang merupakan pelaksanaan dari '[lll.'l 1,_1 nﬁmm

smerintab i dalam ‘:udu:lnknnn?ﬂ sebapoi bac 1;1 -;r }'li-fﬂbl_
;lmher pokok dar Hukum Agraria mladninl.-u Agrar ;L”-Elb e
1870 Mo 55, yang, dilak=anakan dengan ﬂSWFTT -J:m.-,n ;j-l.h“._
Na. 118, yang memberikan lardasan hukum bagh pengun
melaksanaknn palitik pertanahanfagrarianya.

. Hukum Agraria Swaprala

Yaltu keselurulian dard kaidah Hukum Agra rI.;T y..JmH I:.- ;:u:nl::::
. 2 tanah dl daerahedaerah swe
ada peraturan-peraturan ientang ! 2
Fl"u-p;:u tta, Aceh), yang memberikan pengaturan I;-ng:' l:: :
tanah di wilnyah daerah-dnerah swapraja yong bersangkutan.
j longan
Hubum Agrarla Antar Go | 5
Hukum yang digunakan unluk mcn;-e]un:alkaln ::ngt:g’ ﬁf.:;.:"j
bum AprariaAnta *
sraria ftanal) maka timbullah Hu , |
:t'::;h.l-:elu ruhan dar kaidab-kaidah hukum yang menentukan
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:;L:kum mnl‘fak-!h yang berlaku (Hukum adal ataukah Hukum
: ::]t apabila 2 orang yang masing-masing tunduk pada
ukumnya send|ri-sendir bersengketa mengenai tanah),

Hukum agraria ini memberikan pengaturan atau pedoman dalam

Indﬂ:fgmm.t:gkﬂtllukum Agraria terscbut, setelah Negara
it .r::, LUH.. atas dasar Pasal Il Aturan Peraliban Undang-
bﬂ“ms_[ d.:::-l: U} 1945 dinyatakan masih berlaku selama
. i yang baru. Hanya saja Hukum Agraria Administra-
g yang tertuang dalam Agrarische Wel dan Agrarische Bealulf torsebut
igant] oleh Pemerintah Republlk Indonesia (R1} dengan Huk
Agraria Administratil mengenal pemberianizin oleh pui-g:?rinlnh -

Dilihat dari pokok bahasannya {ob
L] = rb._
Nasional dibagi menjad| 2, yaitu: FRISUINKONN A Aanarh

1. Hukum Agraria dalam arii sempit
Hanya membahas tenton
& Hak Penguasaan Atas Tanah, mell
« meliputi
hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara E.IL_-.

tanah, hak ulayat, hak perseorangan atas tanah.
2. Hukum Agraria dalam arti luns

Materi yang dibahas, yaitu:

a. Hukum Pertambangan, dalam kait
Perlambangan. itannya dengan Hak Kuasa

b. Hukum Kehutanan, dala i
' m kaitannya d 9
usahaan Hutan. ya dengan Hak Peng

¢. Hukum Pengairan, dalam knltannya dengan Hak Guna Air

d. Hukum Ruang Angkasa,d i
e gkasa, dalam kaitannya dengan Hak Ruang

e. Hukum Lingkungan Hidu

p, dalam kaltan
guna tanah, Lamlreform, Ll
D. Pengertian Hukum Tanah

" nﬂ{!i.“': ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian darf Twami,
;f. Il].', disebul permukaan bumi. Tansh yang dimaksudban dl sini
wikan mengatur tanah dalam segala aspeknya melaloban lanya

Hemghy Kaytme & Muslin ababusn

mengatur salah satu aspeknya, yaitu lanah dalam pengeiiian
yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai baglan dart buw
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu "Alas danar hak
menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam PPasal 2
dltentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang,
dlscbut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyal oleh or-
ang-orang, balk sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang
laln serta badan-badan hukum®
Dengan demikian, elaslah bahwa tanah dalam pengeriian yuridis
adalah pﬂmulr:nnnl:numi,ﬂﬂnngknn hak gtas tanah adalah hak atas
sebaglan tectentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua
dengan ukuran panjang dan lebar Sedangkan ruang dalam
pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang,
lebar, dan tinggl, yang dipelajard dalam Hukum Penataan Ruang,
Yang dimaksud dengan hak nias tanah adalah hak yang memberi
wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau
mengambil manfaal dari tanab yang dihakinya, Perkataan "meimpee-
gunakan® mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu
dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan
perkataan “mengambil manfaat* mengandung pengertian baliwi hak
atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan
bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.
Atas dasar keteniuan Pasal 4 ayal (2 UUPA, kepada pomegang
hak atas tanah diberl wewenang itk mem pergunakan tanali yang
bersangkutan, demikian pula tbuh bumi dan alr serta puang yang
ol atasnyasckadar diperlukan uniuk kepentingan langsung yang ber-
hubunpan dengan penggunaan b mah itu dalam batas-batas menunst
ULUTA dan peraluran-peraturan hukum laln yang lebih tinggl.
fif fendi Perangin (1989:195) menyatakan bahwa Hukum Tanah
adalah keseluruban peraturan-perakuran hukuim, baik yang terlulis
mauprun lidak tertulls yang mengatur hak-hak penguasaan atastanah
yang nw rupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan
ki yang koakret,
Oblek Hubum Tanah adalab hak penguasaan atas tanab, Yang
dimakind dengan hak penguasaan atas tanaly adalah hak yang berisi
sepanipbalan wowe g, Kaewaflbandan atau larangan bagi pemepgang
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haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihnki. Sesuatu
yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbual, yang merupakan
ish hak penguasaan itulah yang menjadl keileria aton olok ukue

pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah e dlabredalgn
Hukum Tanah.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hubkum Tanah
Masional, adalah:

1. Hak bangsa Indomesia atas tanah
4. Haknenguasal dari negara atas tanah.
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat.
4. Hak-hak perscoranpan, meliputl:
a. Hak-hak atas (anah,
b. Wakal tanah hak mitik

<. Hok jaminan atas tanah (hok tanggungan).
L Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum Tanah adalah keseluniban ketentuan-ketentuan hukum,
baik tertulls mavpun Hdak ertulls, yang semua nya mem punyni oljek
pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasann atas tanah sebagai
lembaga-lembaga hukum dan sebagal hubupgan hukam yang
konkret, beraspek publik dan prival, yang dapat disusun dan dipelajari
secara sislematis, hingga keseluruhanova menjadi satu kesatuan yang
menipakan satu sistent,

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tertulis bersumber
pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya vang secara khusus
berkaitan dengan tanah sebagai sum ber hukum utamanya, sedangkan
ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber
pada Hukum Adat tentang tanah dan vurisprudensi tentang tanah

sebagai sumber hukum pelengkapnya,

Objek Hukum Tannh adalah Hak Penguasann atas Tannh yang
dibagt menjadi 2, yaitu:

I, Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga lukum

Hak penguasaan atas tanah ind belum dihubungkan dengan tanah
dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjel atau
pPemiming haknya

Henpiy Kagame & Mariten | ababun

2, Hakpengunsaanatas tanah schagal hubungan hukum yang konkrt
Hak penguiasaan atas tanah ini sudaly dibubungkan dengan hak
terfentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu
schapai subjek atau pemegong haknya.

Hukum Tanah ada yang beraspek publik da!i lwmspt-.k privat.
Hak bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan pn:at; m::
menguasai darl negara atas tanah beraspek publik, ha hu;f;k
masyarakat hukum adat beraspek publik dan privat, dan hak-h
pemscorangan atas tanah bera spek privat.

Dalam kaltannya dengan hubungan hukum antara |~amll.:1;nng
hak dengan hak alns tanahnyn, ada macam asas dalam Hukuim Tanah,

it

1, Asas Acoessie nlau Asas Perlekatan
Dalam asas In, bangunan dan tanaman yang ada di alas tanah
merupakan satu kesatuan; bangunan dan tanaman 't-_*ﬁ:e'lfu:
bagion darl tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah u:nh.m
sendirinya, karena hukum meliput juga pemilikan !'L.Tbun.:;?
dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali
kalou ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun
Al MEnanamnya.
Perbuatan hukum mengenai tanah dengan mnfli:ln}-a kiarena
hukum juga bangunan dan lanaman yany ada di atasnyn,

2 Anas Horfzomtale Scheiding atau Asas Pemisahan Horzon tal

Dalam asas ini, bangunan darn tanaman yang ada di atas i.nnnh
bitkan merupakan bagiandarl fanah. Hak atas tanah tidak de ng::
sendirinya muliputl pemilikan bangunan dan tanaman yang a

di atasnya.

Perbuatan hukum mengenal tanah tidak dengan ﬂndirl.n:.r;:
moliputi bangunan dan tanaman milik yang punya ta n;Lh]}..ranE
ada di atasnya, Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meh: pu ;
Juga bangunan dan tanamannya, maka hal Inl srecar? t':g.:: ,::., run
dinyatakan dalam akta yong, membuktlkon dilakukanny

potbuatan hukum yang bersanghutan.



IS Hak Penguasaan
0 Atas Tanah

o iﬂ;:iligkﬁl bum: menurut UUPA adalah permukaan bumi,
e m 1.hﬂWnlhﬂ}'-1. serta yvang berada di bawah air.
aan bumi sebagai baglan dart bumi juga discbut tanah
yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah an:ﬂ e
aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aswknr;nﬁ?t]:

tanah dalam pengert| '
by pengertion yuridia yang disebut hak-hak penpuasaan

dﬂ!ﬂpﬂfrli:tlﬂ?r ;|I:T1n|i§||n5.!.m' dapat dipakal dalam arti fislk, juga
o F'illu A Juga lfcr.‘t!iP-:'k privat dan beraspek publik
!mkFW nl g:] _-mm artl vuridis adalah penguasaan yang d][.:l.ndasi.
I-:i:wunnn?‘nn 1::1:- “:;Hi cleh hukum dan pada umumnya memberi
tanah _'an.' dilur]:; 7 pemegang hak untuk menguasal secara fisik
l:'lmgﬂmb[’r f A et P'-Ttrlﬂik tanah m““"l—"'“rb"-m-'lk-'l.h afau
pibak laln rf'::ﬂ:";:;‘:::‘:h 1 ‘;';]:"H- oo el
o wasaan yurldis, yang biorpun membe
Lt i s (B s o
miulnﬂ":_“!l"*".l'-"-'“!-!!-h'ls.-:an fHalknya dilabukan alel pihak lain
A meseorang vang el ki taonals thdak . 'J-‘.llilnll-..n;
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tanahinya sendir akan tetapl disewakan kepada pihak lain, datam hal

in secara yurbdis tanah terscbut dimilikl oleh pemillk tanah akan

letapi secara fislk dilakukan oleh penyewa tanah, Ada juga penguasaan
seeara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasal
tanah vang bersangkulan secara fisik, misalnya kredior (hank)
pomegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan
yuridis atas tanah yang difacikan agunan (jaminan), akan tetapi sevara
fisik penguasaannya tetap nda pada pemepgang hak atas tanah,
Penguasaan yuridis dan fislk atas tanah ini dipakal dalam aspek privat.
Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas
lanah sebagaimana yang discbutkan dalam Pasal 33 ayat (3) ULID
1945 dan P"asal 2 UUPA.

Hak penguasaan atas tanah berisi sErangkaian wewenang,
kewajiban, dan atou larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat
mengenat tanah yang dihakl. Sesuatu yang Boleh, wajib, atau dilarang,
untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguaessan lulah yang
menjadi kriterlum atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. (Boedi
Harsono, 2003: 24).

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Huklm Tanah
dibapi menjadl dua, yaltw:

I, Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan alas tanalyini belum dihubungkan dengan tanah

dan orang atou badan hukinm tertentu sebapal pemegang haknya.

Ketentuan-ketenivan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah

subagai berikut:

i, memberd nama pada hak penguasaan yang bersangkulan

b. menctapkan {sinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib,
dan dilarang untuk diperbuat oleh pemuegang haknya serta

janpka waklu penguasaannya,
¢ mengatur hal-hal mengenal subjeknya, siapa yang boleh men-
jadi pemegang haknya, dansya rat-syaral bagl penguasaannya,
d, mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
Huk penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang
kbt

pd

il
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Flak penguasann atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah

tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu
sebagai subjek atau pemegang haknya,

Kelentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah

sebagai berikui:

i, ]rn-:nj.;a!ur hal-hal mengena: penclptaannya menjadi suatu
i
tubungan hukum yang konkret, dengan nama atau scbatan

hak penguasaan atas tanah tertentu;

by mengatur hal-hal men i
penal pembeban : 3
susnalu hak lain; IR )

¢ mengatur hal-hal mengenal pemindabannya kepaca pihak Laing
d. mengaturhal-hal mengenai hapusnya; J
2. :—:;;g:;;:r hal-hal mengenal pembuktiannya, (Urlp Santoso,
H“k!ul:'r;:':;h h:;;:ql;l;l:drﬂrll:ﬁfun atas tanoh dalam UUPA dan
1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
<. Hak Menguasai dan Negara atas tanah,
3. Hak Ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak Perscorangan alas tanab, meliputi:
2. Hak-hak atas tanah.
b. Wakaf tanah Hak Milik,
¢. Hak Tanggungan.
d. Hak Milik atas satuan rumalh susun,
Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hivrarki
terschut dapat dijelaskan sebagal mana berikut di bawah i, ‘
A« Hak Bangsa Indanesia Atas Tanah

Hak Bangsa Indonesla atas tanah ini merupakan hak Penguasaan
.lt._:rsta nah yang tertinggi dan meliput semua tanah vang ada dalam
wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat aludi 1; i
menjadi induk bagl hak-hak penguasaan yang lain atas I.ulnlh

Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Banal 1
aval (1) = ayat (3) ULIPA,

Herehy Kayame & Mutlio Lebuban

Hak Banpsa Indonesia atas lanah mempunyat sifat komunalistik,
artinya semun tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Inclo-
nesla merupakan tanah bersama rakyat Indonesda, yang, telah bersatu
schagal Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1} UUPAY. Selnin ita jugn
mempunyal sifat religius, artinya selurub tanah yang ada dalam
wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunla Tuhan Yang
Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) UUPA). Hubungan antara Bangsa Indo-
nesin dengan lanah berslfat abadi, arlinya hubungan antara Bangsa
Indonesia dengan tanah akan berlangsung tiada terputus-putus
untuk selama-lamanya. Sifat ahadi artinya selama rakyat Indonesia
masih bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan selama tanah bersama
terscbut masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak
ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau
meniadakan hubungan tersebut (Pasal Tayat (3) UUPA), Hak Bangsa
Indonesia atas tanah merupakan induk bagl hak-hak punguasaan
vang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak
penguasaan atas tanah yang laln bereu mber pads Hak Bangsa lndo-
nesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak penguasaan apapun.
hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi Hok Bangsa
Indonesia atas tanah.

Tanah bersama dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai
kekayaan naslonal menunjukkan adanya unsur keperdatnan, yaitu
hubungan kepunyaan antara Bangsa Indonesia dengan lanah
bersama tersebul.

Menurul Boedi Harsono (1992 43), pernyalaan tanah yang
dikuasai oleh Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebul
menunjukkan adanya hubungan hukum di bldang | lukum Perdata,
Blarpun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti
bahwa Hak Bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang
tidak memungkinkan adanya hok milik individual. Hak Tlang=a
ndonesia dalam Hukum Tanah Nastonal adalnh hak kepunyaan,
vang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama
denpan Hak Milik oleh warga negara secara individual.

Sclain meruprakan hubungan Hukum Perdata, Hak Bongsa
Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk
mengatur dan menpelola tanah bersama tersebut bagi scbesar-besar
kemikmuran rakyul, yang termasuk dalam tldang Hukum Publik
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Felakaanaan kewenangan Inl dit
; gﬂ!‘-kﬂn kl." ] N [l
Indanesia (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UTJF-*I'::[’ A

B. Hak Menguasai darf Negara Atas Tanah

Hak menguasal dan Negara atas tanah bersumber pada Hak
Bangsa Indonesia atas tanah, yung hakikatnya merupakan penugasan
pelaksansan tugas kewenangan bangsa vang mengandung znnllr
hukum publik, Tugas mengelola selurul tanah l.lurﬁ:nma Ild.'ll'-i
mungkin dilaksanakan sendie] oleh wlurl Hangsa Indonesia r||.|lk i
dalam Penyelenggaraannya, Bangea Indonesia scbagal Fu.rm;:;ga;_;: hnL
dan pengemban amanat temsebut, pada tingkatan tertingg dikuasaban
kepadn Negara Republik Indonesia scbagai organisasi kekuasaas
selurult rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA), r o

_ sl wewenang hak menguasat dani MNegara alas tanah sebagaimana
dimual dalam Pasal 2 svat (2) UUPA, adalaly ;

o Mengatur dan menyelenggarakan penuntukan, penggunaan
persediaan, dan pemeliharaan tanah- '

Termasuk dalam wewenang Ind, adalah:

1} Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,
pfrun tukan, dan penggunnan tanah unluk berbagal keperluan
i
(Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Runang).

2) E‘Hewa}ibknn kepada pemegang hak alas tanah untuk meme-
Ihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan muencegah
kerusakan nya (Pasal 15 ULIPAY.

3} Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanab (perlanian)
untuk mengerfakan atau mengusahaokan tanahnya sendin

a h e

b, Meneniukan dan mengatur bibiun pan-hubngan hukum antara
orang-orang dengan tanah;

Termasuk wewenang ini, adalalh:

1) Menentukan hak-hak atas fanah yang dapal diberikan hepada
warga negara Indonesia balk sendin-scndir n IR e P
sima dengan orang lain, atan ke pada badan hukvam. Demikdan

fuipg |1.1!:.al.n hlII.'!l'l.:l.'-lllr:uluulﬂr Uilserikan ke prada warga TWiara
s sl 16 DLIPAG

|
|

!
i

Hemgty Kuyame & Mutlioe Lababnn

2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah
bidang dan luas tanah yang dapal dimilikiatau dikuasal oleh
sesearang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 ULTA),

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan lukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal
tanah.

Termasuk wewenany, [il, adalah:

1) Mengatur pelaksannan pendaftaran lanah di seluruh wilayah
Republlk Indonesia (Pasal 19 UUPA jo, P No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah).

23 Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah,

3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik
vang bersifal perdata maupun tata usaha negara, dengan meng:
utamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Oloan Sitorus (2005: 7). kewenangan negara dalam
bldang pertanahan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2]
LUPA di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur
penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang
menpakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai dari negar
adalah pelimpahan kewenangan dan hak bangsa. Kensekuensinya,
kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.

Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam Pasal
2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapal sebesar-besar kemakmuran
rakyat, dalam arli kebahaglaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.

Pelaksanaan hak menguasai negara atas innah dapat dikuasakan
atau dilimpahkan kepada daerah-dacrah Swatantra (Pemerintah
Dacrak) dan masyarakat-masyarakat hukum adal, sekadar diperlukan
dan tidak bertenlangan dengan kepentingan nasional menurut
keluntuan-ketentuan Peraturan Pemerintah {Pasal 2ayat (4) ULPA).
Pellmpahan pelaksanaan sebaglan kewenangan hegara teesebut dapal
jupa diberikan kepada Badan Olorita, Perusahaan Negara, dan
Perusahaan Dacrah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah
tertontu dengan Hak Pengelolaan (HIPL).
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€. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adal

Hak ulayat masyarakat hukum adat dintur dalam Pasal 3 UuPA,
yaitu "Dengan monglngal kelentuan-ketunduan dalam Masal | dan
Pasal 2 pelakaanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak sen paitu
dan masyarakat-masyarakat hukum ddat, sepanjang meaurut
kenyataannya masih ada, haeas sedemiklon mupa sehingea sesual
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggai®,

Yang dimaksud dengan Iuk-.|h13.-.1tnm}'.lruh-lthui:um adal adalah
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakal hukum
adal, yang bechulungan dengan tanah yang terletak dalam
Hrlgklr:mnu mlnyuhuyn. (Heedi Harsono, 2003; 185 — 18&),

Menurut Pasal 1 Pesaturan Menters Negara AgrariaKepala Badan
Pertanahan Naslonal (Mermen A grariafKepala BIN) No, 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukerm Adat yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan
yang menurut adat dipunyai olel masyarakat hukum adat lerienty
atas wilayah tertenty yang merupakan lngkungan hidup para
warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA),
lermasuk Lanah dalam wilayah terseban, bagi kuhngmng.m hidup

dan kehidupannya, yang timbul dan hubungan secara lahirlah dan
batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masynrakat
hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan,

Salah satu lngkup hak ula yatadalah tanah, yang disebut fanah
ulayat. Tanah ulayat menurut Casal 1 angka 2 Permen Agrariaf
Kepala BPN No, 5 Tahun 1999, adalah bidang tanah yang di Masnya
terdapat hak ulayat dan masyarakat hukuwm adat ortent, Hak ulayat
dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu m-knimnpnk urang
vang terikat oleh tatanan hukum adutnya sebagal warga bersama
Auatu persckutuan hukum karena kesamaan tempal tinggal ataupun
akas dasar keturunan (Pasal 1 angka 3 Permen AgrariafKepala 1PN
No. 5 Tahun 1999),

Menurut Boedi Harsono 12002: 58), hak ulavat ma svarakat hukin
adat dinyatakan masih apabila memenubi 3 unsur, vaitu
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. Masih adanva suatu kelompeok orang sebagal warga ::.J:::JL
: Iperrrul-.-.umm hukum adat tertentu, yang merupakan su
masyarakat hukum adat; "
i kan ulayat masyaraks
Masih adanya wilayah yang merupa . ‘
¢ h:.:::mnndnl tersebut, yang disadar El."l'l-"l]-".-l.l tanah kepunyaan
bersama para warganya sebagal “labersraum™ nya; don g
Masih adanya penguasa adat yang pada }.;eram nrt';:l,:: j;r; ::;:dum
ole : kum adal yang ber:
h para warga masyarakat hu
:'ILL!LE:kan keglatan sehari-hari sebagal pelaksana hak ulayal.

Hak ulayat masyarakat hukum adat :Iiunp,.glup |l-|1n:11l-:a:;!:
me rlu:-ul Pasal 2 ayal (2) Permen Agrarin/Kepala BPN No. 5

1999, apabila: . ot
: masih merasa lerikat ole
a, Terdapat sekelompok arang yang i
1 tata!ml:huhum adatnya sebagal warga bersama m‘atu p;..{ ;ﬁ:n::::
i dan menerapkan
kum tertentu, vang mengakui e
:t‘l{mluan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehael-hari;

i " dup
: mei|adi ingkungan hi
. Terdapat tanah ulayat terteniu yang _
’ para -::rga persekutuan hkum tersebul dan tempatnya meng
ambil keperlunn hidupnya sehari-har; dan oitan
e Terdapat tatanan hukumadat mengenal pengurusan, r:r;:: e
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaa pa
warga persekutuan hukum terscbut.

Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan p-ungah!.:n m,-;?ﬁf:::
eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat EEPanEHdmudA
kenyatannnya masih ada, artinya bila dnlnmkuny.ﬂmnnynm |,; e
nmlfn hak wlayat ltu tidak akan -.ilhldupllmn lagi, 1.:.m L{;:.umiuh
diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap

masyarakat hukum ndal masing-masing,
![’I‘L-nﬂilinn dan penentuan maslh ud.:m].rn hak :inyn::t;l;titﬂ
oleh Pemerintah Dacrah dengan mengikutserta hnl :.n s
adat, masyarakat hukum adat yang ada di 1:|m.-trn H!,rimﬁmq i
kutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan n:-,, .'Ilil tmg.rﬂ_rﬂh“
mengelola sumber dayaalam. Keberadaan tanahu ny;:ﬁ ipidiane
hukum adat yang masih ada dinyatakan dq‘anmI]'lE ; i .;1" 2t
dattaran tanah dengan membubulikan suatu tanda karograll,
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apablla memungklnkan menggambarkan batas-batasnya serta

mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 Permen Agraria/Kepala
BN Mo, 5§ Tahun 159499),

D. Hak-hak Atas Tanah

Hak-hok atas tanab termasuk salah satu hak-hak perscorangan
atas tapah. Hak-hak perseorangan atas tanah, adalah hak yang
memberi wewenang kepada pemegang haknya (perscorangan,
sekelompok orang secara bersama-samia, badan hukum) untuk
memakad, dalam artl menguasal, menpgunakan, dan atau mengambil
manfaat dan bidang tanah tertentu,

Hak-hak perscorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf

tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak millk atas satuan rumah
SUSUN.

Tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas

permukiaan bumi, vang berbatas, berdimensl dua dengan ukuran
pangang don lebar,

Hak alas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
pemegang haknya untuk menggunakan tanoh atau mengambil
manfaat dan tanah yang dihakinyoa. Perkalaon "menggunokan®
mengandung pengertan bahwa hak atastanah it digunakan untuk
kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan
“mengambll manfant” mengandung pengertian bahwa hok atas
tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendlrikan
bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perlkanan,
peternakan, dan perkebunan.

Dasar hukum pemberian hak alas tanah kepada persecrangan
atau badan hukum dimuat dalam Fasal 4 ayat {1) UUDPA, yaltu:

“Atas dasar hak menguasal dan Noegara sebagal yang dimakaud

dalam I"asal 2 dilentukan adanya macam-macam hak atas

permukaan bumi, yanp discbut tanah, yang dapat d ibenlkan kepada

dan dipunyai oleh orang-orang balk sondirt maupun bersamae

samia dengan orang-orang laln sorls badan-badan hukum®,

Macam-macam hak atas tanah dimual dalam Pasal 16 UUPA,
Tl SAULPA dan daloom Peratwan Demerintab (117 8o 40 Tabon

L Rentang Hak Guna Usalia, FHak Guonoa Bangunan, dan Hak fakai
Adas Tanaly ESED Talwan 1eb B, 580 - TLARHED Mo Wl
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pacam-macam hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna uTlht
Hak Guna Bangunan, Hak Pakal, Hak Sewa untuk “mtﬂt;“:}:_‘. L:ﬂ
Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak i:_;l r-i | T{;;L
Tanah], Hak Usaha Bagi Hasil (Pe rfjanjlan Bagl Hasil).
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian,

£ Wakaf Tanah Hak Mk
Wakal tanah hak milik diptur dalam Pasal 49 ayat {?'-::, 1...‘1IJI'."'|.1:'I
yailu }mﬂuhnfnn tanah milik dilindungi ddnln ol ;: uz :-_-:15;1 r: m;T:d L;:; :
» hyang dimaksudkan di £
Pemerintah, Peraturan Pemerinlahy e
Tahun 1977 lentang Porwakala
Peenturan Pemerlntah (PP} Mo, 28 e
| ' alvini ditaksanakan dengan Peraturs
Tanal Milik. Peraluran Pemerinta e
i T i) Na. 6 Tahun 1977 tentang 1
sdenteri Dalam Negeri {Permendagr j
C;rn Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, :,.mn[.;;lirn{'i:.;nu.{
sseorang atau badan

2 wakaf adalah perbiatan hubum ses :
::';i:: vang memisahkan sebagian dari harta !I-.-:k-nrmnn]}n :,-TE
| ] kannya uniuk selami-nmang:

borupa tanah millk dan melembaga .
LY h.:E kepentingan peribadatan atau keperiuan umum lalnnya sesual

dengan ajaran agama lslam,

wWakaf tanah hak milik adalnh hak peaguasaan atas tnnn;h 'r:l:-;
tanals hak milik, yang oleh pemlliknya (seorang alau Il:l:.:]-..‘:an :lll:mk
dlpisahikan darl harla kekayaannya dan melc mbaEa HLE:I:;., S
selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperids
lainnya sesual dengan ajaran Agama lslam,

F, Hak Tanggungan
ok Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan alas
tanali dalam Hukum Tanah Nastonal. Hak Tr-nggungar:ln::nﬂumt
; Hak Milik (Pasal 25 Hak Luna
UUPA dapat dibebankan kepada
Lsahia tl‘.lt.‘:l 13y, dian Hak Gunn Bangunan {Pasal 39). Menuaru \:"m.::l
:|'1I UUPA, Hak Tanggungan lebib lanjut dlatur dr.-ng.ult;i:innh-
; -ane dimaksudkan di sind adalah Undang-
undnng. Undang-undang yang . :
Undang (UL) Mo, 4 Tahun 1996 tentang Hak T-.111..g:,,u ngan Atas Tanah
Beserta Benda-tenda Yang Berkallan Dengan Tanah. |
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Mo, 4 Tnhun Iﬂ.%. y:.ng
dimakssidkan dengan §Hak Fangyyingan adalah Tak ;.ummnnig:mg
Litwbankan pada hak atas tanah sebagabmani dimaksud dalam
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berlkut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah [t untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberkan keduduban yvang diotamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain,

Menurut Boed] Harsono, Hak Tanggungan merupakan hak
penguasaan atas tanah yang membern kewenangan kepada kreditor
fertentit untuk men|ual lelang bidang tanah terlentu vang dijadikan
jaminan bagi pelunnsan piutang tertentu dalam hal debltor cedera

panji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan
hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.

Hak-hak atas tanal yang dapat dijadikan Jaminan utong dengan
dibebanl Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No, 4 Tahun
1996, yailu Hak Mlllk, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Paknl atas tanah Negara menurut ketentuannya wn]]h didaftar
dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan,

G. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Secarn implisit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) UUPA, vaitu hak atas tanah dapal diberikan kepada
sebelompok orang secara bersama-sama dengan orang laln. Pada Hak
Milik Atos Satuan Rumah Susun, bidang tanah yang di atasnya berdiri
rumah susun, hak alas tanahnya dimiliki atau dikuasal secara
bersama-sama oleh scluruh pemilik satuan rumah susun, Flak atas
tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh
seluruh pemilik satuan rumah susun dapat berupa Hak Millk, Hak
Guna Bangunan, atau Hak Pakal alas tanah Negara,

Ketentuan ramah susun diatur dalam Undang-Undang (UU) No.
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, LNRI Tahun 1985 No. 75 -
TENRIMNa. 3318, Undang-undang [ni dilaksanakan dengan Peraturan
Pemerintah (I'F) Nou 4 Tahun 1988 (entang Rumah Susun, LNEI
Tahun 1988 No. 7 - TLWRI Mo, 3372, '

Yang dimabsud dengan ramah susun menurut Pasal 1 anpka 1
DU No. 16 Tahun 1985, adalab bangunen gedung bertingkat ;.'.mg,
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam baglan-bagian
vang distrukturkan secara fungsional dalamarah horsontal manpun
vertikal don meropakan sabwan st yang oasing oasdig dapat
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dimiliki dan digunakan scecara terpisah, terutama untuk tempuat
hunian, yang dilenghkapl dengan baglan bersama, bunda beesama,
dan tanah bersama.

Dari segl fungsinya, rumah susun diutamakan untuk tempuil
hunian atat tempat tinggal, akan tetapl rumah sisun dapat juga
difungsikan untuk non hunian (usaha),

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah berstatus 1ak Milik,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakal Atas Tanaly Negara, don | {ak Menjge-
tolaan, Khusus rumah susun yang dibangun di atas tanah berstatus
Hak Pengelolaan, penyelenpgara pembangunan rumah susun ber-
kewajiban menyelesalkin status Hak Guna Banguinan di atas Hak
Pengelolaan lersebul sesual dengan peraturan perundang-undangan
yatig berlaku scbelum merjual satuan rumaht susun yang bersenghutan

Yang dimaksud dengan satuan rumah sueun et Pasal |
angka 2 LU No, 16 Tahun 1985, adalah rumah susun yang tujuai
peruntukan utamanya digunakan secara terpisah scbagai tempal
hunian, yang imempunyal sarana penghubung ke falan umum.

Satuan rumah susun dapat dimitiki oleh perseorangan alau badan
hukum yang memenuhi syarat sehagai pumegang hak atas tanah.
Kalaw rumal susun dibanpun di atas tanal berstatus Hak Milik,
Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Atas Tanah hegara, maoka yang
dapat memilikl satuan rumah susun adalah perseorangan alou badan
hukum vang metnenuhi syaral sebagal subjek Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Yang dimaksud dengan hak milik atas satuan rumah susun
menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) LU M, 16 Tahun 1985, adalah
hok milik atas satuan yang bersifal persuarangan dan lerplsah,
mieliputi juga hak atas bagian bersama, tanah bersama, dan tanzh
bursama yany semuanya merupakan salu kesatuan yang lidak
terplsahkan dengan satuan yang bersangkutan,

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam
pemilikan satuan rumah susum diterbitkan tanda bukti hak berupa
Serlilikat Hak Mk Atas Satuan Rumah Susun, Sertifikat Hak Milik
Al Satuan Rumah Susun menurt Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang
it 16 Tahun 1985 terdin alas:
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A, Balinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 UUPA;

b, Gambar denah tHingkat rumah susun bersangkutan yang
menunjukkan satuan rumah cusun yang dimiliki;

€. Pertelaan mengenal besarnya baglan hak atas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama yang bersangkutan,

Resemuanya merupakan satu kesatuan yang Hdak lerpisahkon
dan dijilid dalam satu sampul dokumen. Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun bukanlah hak atas tanah melainkan hak atas penguasaan atas
tannh yang bersifat perseora nEgan.

NN Hak-Hak
4B Atas Tanah

A. Ruang Lingkup Hak atas Tanal ‘

Dasar hukum ketenluan hak-hak atas tanah |.llulur.nlali|m | ﬂ:.ﬂ
4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasal dnnknmj r?-:.:. .::
tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan ad l.
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang discbut r:uu;l.n!t
yang dapat diberikan kepada dan dipunyal oleh nrnng-c::-.m;_, -:| ‘
sendifdl maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serk
badan-badon hukum”, ‘

Hak atas lanah bersumber dari hak menguasai dord negara :1t-|-s
tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik 'I:‘-':I!I}".d'l'l.l'hnl ?:
Indonesia matpun warga negara asing, sekelompak L-m“:h AL
bersama-sama, dan badan hukum baik badan hubum privat maupun
badan hukum publik.

Menunt Soedikno Murlokusume, wowenang yang, digrinyal odel
pemegang hak atas tanal e rhadap tanahnya dibagl menfadi 2 yaitu
1. Wewenang Umum

Wewenang yang el fat umum yallu pemegang hak alas I,||1.1II:

eyl wewenaliy uintuk roveniggn i kan Lanahinga, lermasa
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I‘-F-'Elﬂ' rf_:rgﬂ'l;

i1.|.5;a tubth buml dan air dan rua ng vang ada di atasnva sekadar
diperlukan wntuk kepentingan yang langsung hwhul-uung.m
1;I£-ngan Penggunaan tanah it datam batas-batas menurul UUPA
wan peraturan-peraturan hukum lain vang leblh tinged ;
ayat (2) UUPA). : - e
Wewenang Khusus

Wewenang yang bersliat khusus yaitu pemegang hak atas tanah
mempunyal wewenang untuk menggunakan tanahnyn sesual
dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada
tanah FHak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian
dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak
Guna Bangunan adnlah mengpunakan tanah hanya untuk
m::l_ldtriknn dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah
menggrunokan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan df
bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan

(Soedikno Mertukusumo, 1988; 45), .

Macam-macam hak alns tanah d imuat dalam Pagal 16jo Pasal 53

UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaltu:
1. Hak atas tanah yang bersilat tetap

i
H

Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tela [

b ; p ada selama UUPA masih
berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang, yang baru,
.‘.'I pcam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Mk Hak Cuna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaf, Hak Sewa intuk Bangunan
Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasll Hutan. '
Hak atas tanoh yang akan diteta pkan dengan undang-undang

Yaitu hak alas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan dj-

letapkan dengan unda ng-undang, Hak alas tanah ini macamnya
baslum ada, F

- Hak atas tanah yang bers!fat sementara

Yaitu hak atas tanah ini sifa tnya sementara, dalam wakty v
singkat akan dihapuskan dikarenakan menganclung sifat-slfa

j‘um[lrdﬂn’ rn'..ng'd“d" ”g sl [ﬂ' “—I‘-dﬂ Ir ilan hll_" tent ¥
|lwa LILPA, rtentanpan dengan
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sMacam-macam hak atas tanah inl adalah Hak Gadal {Gadal
Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjion Bagl Hasil), Hak
Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Pada hak atas lanah yang bersifat tetap i atas, sebenarnya Hak

Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan bukanlah hak
atas tanah dikarénakan keduanya tidak membenkan wewenang
kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah alau meng:
ambil manfaat dan tanah yang dihakinya Namun, sekadar
menyesuaikan dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak
tersebut dicantumkan juga ke dalom hak atas tanah yanyg bersifat
tetap. Sebenarmya kedua hak tersebut merupakan “pengejawantahan®
dan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalom Pasal 16 jo. Pasal 53

LILPA tidak bersifal limitatif, artinya di samping hak-hak atas tanah
vang disebutkan dalam UUFA, kelak dimungkinkan lahirmya hak
atas tonah baru yang diatur secnra khusus dengan undang-undang,

Darl segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2

kelompok, yaitu:

Hak atas tanah yang bersifat primer

Yaltu hak atas lanah yang berasal dari tanah negara. Macam-

macam hak atas tanah ini adalah Hak Millk, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakal Alas

Tanah Negara,

Fak atas tanah yang bersifat sekunder

Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Alas
Tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Tlak
Mitk, Hak Pakal Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakal Atos
Tanal Hak Millk, Hok Sewa untuk Bangunan, Flak Gadai (Gadai
lanah), Hak Usaha Bagi Hasll (Perjanjian Bagi Hasil), Hak
Muenumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Dalam Rancangan Undang-Undong (RUL) No... Tabun 2001

tentang Portanaban dimuat penvederhanaan hak-hak atas tanah,
vattn dard Hak Milik, 1ok Guna Usaba, Hak Guog Bangunan, Hok
Pk, dlan Hlak Sewa Lotk Bangunan dbedechanaban menjadi Hak
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IR clan Hak Pakal, Hak Pfakai akan menggant|kan Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk Bangunan.

Begitu pula dalam Rancangan Undang-undang Mo, ... Tahun
2004 terlang Sumber Daya Agraria, hak atas tanah meliputl Hak
Milik, Hok Pakai dengan jangka waktu tertentu, Hak Pakal dengan
Jangka waktu selama tanahnya dipergunakan, dan Hak Pakal Khusus
dengan jangka waktu selama tanahnya dipergunakan,

B. Hak Milik

Ketentuan Umum, Ketentuan imengenal Hak Milik disebutkan
dalam Masal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara kKhusus diatur dalam
Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA, Menurut Pasal 50 ayat (1)
UUPA, ketentuan leblh Tanjut mengenal Hak Milik diatur dengan
undang-undang. Undang-undang yan pdiperintahkan di sini sampai
sekarang belum terbentuk. Untuk it diberlakukanlah Pasal 56 L'UPA,
yaitu selama undang-undang tentang Hak Milik belum teebentuk,
maka yang berlaku adaloh ketentuan-ketentuan by kum adat setempat
dan peraturan-peraturan lainnya sepa njang tidak bertentangan
dengan ULIPA,

Pengertion Hak Milik, Hak Milik menurut Pasal 20ayat (1) UUPA
adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapal
dipunyal orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal
6. Turun-temurun artinga Hak Milik atas tanah da pat berlanpsung
terusselama pemiliknys masih kidup dan bila pemiliknya menlnggal
dunia, maka Hak Miliknya dapat «lanjutkan ofeh ahli warlsnya
sepanjang memenuhi syarat sebagal subjek Hak Millk, Terkuat, arlinya
Hak Milk atas tanah lebih kuat bila dibandingkan demgan hak atas
tanah yang laln, tidak mempunyai batas waktu tectentu, mudah
dipertahankan dan gangguan pihak laln, dan tidak mudah hapus,
Terpenuh, arlinya Hak Milik atas tanah memberi wewrnang kepada
pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain, dapat menjadi induk bagl hak atas tanah vang lain, tdak
berinduk pada hak atas tanah yang laln, dan penggunaan tanahnya
bebiily luas blla dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, 1nk
Milik atas tanah dapat dipunyai olel PUTSEORANEAN Warga negara_
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemeriniah,
Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah haros mwiechatikan
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fungsi soslal atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh

menimbulkan kerugian bagi orang laln, penggunann tanah haros
disesuaikan dengan keadann dan sifat haknya, adanya keseimbangan

antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah
harus dipellhara dengan baik agar bertambah kesuburan dan
mencegah kernsakannya,

Peralihan Hak Milik, Peralihan Hak Milik atas tanah diatur
dalom Pasal 20 avat (2) CUTA, yaitu Hak Milik dapat bun'!l!h dan
dinlihkan kepada pihak lain, Dua Bentuk peralihan Hak Milik atas
tanahdapat dijelaskan sebagai berikut.

I, Baralih
Beralth arlinya berpindatmya Hak Milik atastanah dan pemiliknya
kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan
meninggabnya pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara ht_lhun
berpindah kepada ahll warisnya sepanjang ahll warisnya
memenukl syarat sebagai subjek Hak Milik
Beralihnya Hak Milik atas tanah yang, teinh beeserlifikot harus
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat kelerangan
sebagal ahll wars yang dibuat oleh pefabal yang berwenang, bukli
identitas para ahli waris, sertifikat tanah yang bersangkulan.
Maksud pendaftaran peralihan Hak Milk atas tanah ini adalah
untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilokukan pu:ll'l.:'l'mhnn nama
pemegang hak dar pemilik lanah kepada para ahli warisnya. _
Prosedur pendaftaran peeallhan hak karena beralihnga Flak Milik
aas tanah diotur dalam Pasal 42 PP No, 24 Tahun 1997 lunt-u:lg.
Mendaftaran tanah jo. Pazal 111 dan Pasal 112 Permen Agrarial
Kepala PPN Mo, 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

I Mo, 24 Tahon 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

2. Dialihkan/pemindahan bak

Dialikkan/pemindaban hak arlinya berpindahnya Hak Milik atas
tarah dn pemillknya kepada plhak l-1|n-.[ihm~nn1mnjulnn-.fn suniu
perbuatan hukum, Contoh perbuatan hukum yaitu jual beli,
twkar-menukar hibah, penyertaan (pemasukon) dalam mudai

pitnisaluaan lelang.




Hutum Apraria

Berpindalinya Hak Milik atas tanah karenn dialihkan/ pemin-
dahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan
dihadapan Pejabal Pembuat Aktn Tanah (PFPAT) kecuall lelang
dibuktikan dengan Berita Acara Lelang vang dibuat oleh pejabat
dan kantor lelang. Berpindahnya Hak Millk atas tanah ind harus
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupalen/Kota setompat
untuk dicatat dalam Buku Tapah dan dilakukan perubahan
nama dalam sertifikat dari pemilik lanah yang lama kepada pemilik
tanah yang baru,

Prosedur pemindahan Hak Milik atas tanah karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, penyertann (pemasukan) dalam modal
perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampal dengan Pasal 40 Pp Na.
24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampal dengan Pasal 106 Permen
Agraria/Kepala BPN Wo. 3 Tabiun 1997.

Mrosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41
' No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 sampal dengan Pasal 110
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,

Peraliban Hak Mk atas tanah baik sccara langsung maupun
tidak langsung kepada orang asing, kepada seseorang yang mem-
punyai dun kewarganegnraan atau kepada badan hukum yang tdak
ditunjuk oleh pemerintalh adalah batal karena hukum dan tanabnya
jatuh kepada negara, artinya lanahnya kembali menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara,

Subjek Hak Milik. Yang dapat mempunyal (subjek hak) tanah
Hak Milik menurut UULA dan peraturan pelaksanaannya, adalah:
1. Perseoranpan

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyvai Hak Mk
{Pasal 21 ayal (1) UUPA).

Ketentuan Ind imenentukon perseorangan yang hanya beckewarga.
nigaraan Indoaesia yang dapat mempunyai tanal Hak Millk,

2, Badan-badon hukum
Pemerintah menetapkon badan-badan hukum yang dapat meme-
punyal Hok Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) ULIPA). .

Badan-badan hukum yang dapat mempunyal tanah Hak Millk
menurul Pasal T PP Noo 38 Talion 1963 tertang Penoejukan
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Radan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas
Tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara {Bank
Megara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial.

Menurut Pasal B ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, badan-badan hukum yang
dapat mempunyai tanah Hak M ik, adalah Bank Pemerintah, badan
keapamaan, dan badan sostal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Hagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagal subjek
Hak Milik atas tanah. maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan
atau mengalibkan Hak Milik atas tanahnya kepada pihak lain yang
memenuhi syarat, Apabila hal [nb tidak dilakukan, maka tapahnya
hapus karena hukum dan fanahinya kembali menjadi tanah yang,
dikuasal langsung oleh negaca {Pasal 21 ayat (3) dan ayat {4] ULIPA).

Teradinya Hak Milik. Hak Milik atas tanah dapat terfjadl melalui
3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaltu:

1. Hak Milik atas tanah yang terfadi menurut lwkum adat

Hak Milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah
(pembukaan hutan) atau terfadi karena imbulnya lidah tanah
{Aauslifnng).

Yang, dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan
tanah {pembukaan hutan) yang dilakuban scecara bersama-sama
dengan masyarakal hukum adat yang dipimpin cleh ketua adnt
melalui 3 sistem penggarapan, yaltu matok sirah matok galeng,
matok sirah gllir galeng, dan sistem bluburan.

Yang dimaksud dengan lidah tanah (Aanalibbing) adaloh
pertumbuhan tanah di tepi sungal, danau atau laut, tanah yang
timbuh demikian Hu dianggap menjadi kepunyaan orang yang
memlllkl tanah yang berbatasan, karena blasanya pertu mbuhnn
tersebut sedikit banyak terjad] karena usahanya. Dengan
sendirinya terjadinya Hak Milik sccar demikian itu juga melalui
statt proses pertumbuhan yang memakan wakto. {Boed]
Harsono, 2002: 81),

Lidah tanab {Aanalibbing) adalab tanah vang timbul ataw
munci] karena berbeloknya arus sungai atau lanah vany
bl ggie pranta, dan terfadi dan dampur, lompur terse bl
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makin lama makln tinggl dan mengeras sehingea akhirnyva
menjadi tanab, Dalam hukum adat, lidah tanah yang tidak begitu
luas menjadi hak bagi pemillk tanah vang berbatasan,

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini dapat didaftarkan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk men-
dapatkan Sertifikat Hak Millk atas tanah,

Hak Milik atas tanah yang terjadi menurat Hukum Adat akan
dintur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang
diperintahkan i sini sampal sekarang belum terbentuk.

. Hak Milik atas tanah lerjadi karena penetapan pemerintah

Hak Milik atas tanah yang terjncdi di sim semula berasal dari tanah
negara. Hak Millk atas tanah ini terjadl karena permohonan
pemberian Hak Milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi
prosedur dan persyaratan yoang telah ditentukan oleh Badan
Pertanahan Naslonal (BPN}, Apabila semua persyaratan yang
telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan
Naslonal menerblikan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).
SKI'H Inl wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepaln Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku
Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, Pendaftaran
SKPH menandal felah lahirnya Hak Milik atas tanah.

Pejabal Badan Pertanahan Nasional yang berwenang menerbitkan
SKI'H diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Permen Agrarla/Kepala
BN N0 3 Tahun 199 fentang 1elimpahan Kewenangan Pemberian
dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
Prosedur dan persyaratan terfadinya Hak Millk atas tanah melalui
pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampal dengan Pasal 16 Permen
Agraria/Kepala BPN No. % Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hok Atas Tanah Negara dan Hok Pengelolaan.

. Hak MIllk atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang

Hak Millk atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang
menclplakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal |, I"asal
IL dan Masal Vil ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konverst ULIPA,

Teradinya Hak Milik atas tanab ind atas dasar ketentoan konversi
(perubahan) menurut UUPA. fejak berlakunya UUPA pada

Henghy Bagame € Mutiler |akaban

tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang adaharus
cHubah menjacll salah satu hak atas tanah yang diature dalam UUTA

Yangdimaksud dengan konversl adalah perubahan hak itas tanah
schubungan dengan berlakunya UUPA, Hak-hak atas tan nhyang
adn sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hok atas
tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA), {Effendi
Perangin, 1989: 145).

Penegasan konverst yang berasal darl lanah milik adat diatur
dalam Peraturan Menderi Pertanian dan Agrarla (PMIPA) No, 2 Tahun
I'Fflz_l:_l_zl.;ltaﬂﬁ Penegasan dan Pendaftaran Bukas | lak-hak 'Im:]u_n-_-r.in
Atas Tanah,

Hik Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui 2 caea, yaitu:

1. Secara Oiginr

l'ﬂrjai ;i-inya- Hlak Milik atas tanah untuk pertama kalinya menurut

hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena undang-u ndang.

2. Secara Deriatlf { - Ul
Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hu kum In1|_1
yvang semula sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya jual beli,
Wikar-menukar, hibah, pewarisan, Dengan terfadinya pu tbuntan
b boum atau peristiwa hukum lersebut, maka Hak Milik atas tonah
vang sudah ada beralih atau berpindah dan suljek hukum yang

sah kepada subjek hukum yang lain.

Kowajiban Pendaftaran Hak Milik. Hak Milik atas _t_qng!‘h
demikian pula setlap peralihan, pembebanan denpan hak-hak lain,
dan hapusnya Hak Milik atas lanah harus didaftarkan kg Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, Pendaftaran ind merupakan
alat pembuktian yang kuat (Pasal 23 UUTA). Pendaftaran tanah
untuk perlama kalinya atas Hak Millk diterbitkan tanda bukti hak
berupa serlifikat, Serlifikat menurul Pasal | angka 20 Meraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaltaran Tanah, adalah
surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2}
bl ¢ ULTA untuk ok atas tanah, hak pengelolaan, tan ah wakaf,
hak millk atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

Psermangkulan
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Penggunaan Hak Milik oleh Bukan Pemlliknya. Pada asasnva,
pemillk tanah berkewajiban menggunakan atau menpusahakan
tanahnya sendird secara aktif, Namun demikian, UUPA mengatue
bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau divsahakan oleh
bukan pemiliknya, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUPA, valtu
penggunaan tanah Hak Milik oleh buban pemiliknya dibalasi dan
diatur dengan peraturan perundangan, Beberapa bentuk penggunaan
atau pengusahaan lanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya, yaitu:
tHak Milik atas tanah dibebani dengan Hok Guna Bangunan.
Hak Milik atas tanah dibeban| dengan Hak Pakai.

Hak bewa untuk Dangunan,

Hak Gadal (Gadai Tanah).

Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil),
& Hak Menumpang,

7. Hak Sewa Tanah Perfanian,

WA b B e

Pembebanan Hak Milik dengan Hak Tangguogan, Menurut Pasal
25 ULIPA, Hak AMitik atas tanab dapat difadikan [aminan utang dengan
dibebani Hak Tangrungan. Yang dimakeud dengan Hak Tanggungan
adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokek Agraria (UUPA), berikutatau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah [tw, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diulamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996),

Syarat sal terjaclinga Hak Tanggungan harus memenubi 3 unsur
yang bersifal kumulalif, yaiti:

1. Adanyn perjanfian ulang prutang sebagal perjanjian pokoknya.
‘erfanflan utang plutang antara pemilik tanah sebagai debitor
dengan pihak laln (bank) scbagai kreditor, yang dapat dilwat
dalam bentuk akta neda rill atan akia di bawah langan,
2. Adanya Akta Pemberian Hok Tanggungan selagal perjanjion
ikutan (tambahan)
Adanya penverahan Hak MUK atas tanah sebagal faminan
utang dan debitor kepada keeditor, hars dilisk ok s dungan
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Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabal Pembuat Akta
Tanah (PI'AT).

3. Adanya Pendaitaran Akta Pemberdan Hak Tanggungan.

Akta Permberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib
didafrarkan Kepada Kantoe P'ertanahan Kabupaten/Kota retempal
untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Serlifikat Hak
Tonggungan.

Prosedur pembebanan Hak Milik dengan Hak Tanpgungan diatur
dalam UU No, 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 PP No. 24 Tahun 1997 jo.
Pasal 114 sampai dengan Pasal 119 Permen Agraria/ Kepala BPN

No. 3 Tahun 1997
Hapusnya Hak Milik. Pasal 27 UUPA menetapkan fakior-fakior

penyebabhapusnya Hak Milik atas tanah dan tanahnya |atuh kepada

Negara, yaltu

|, karena pencibutan hak berdasarkan Pasal 18;

2. karena penyerahan dengan sukarela eleh pemiliknya;

3. karena diterlantarkan;

4, karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagal subjek Hak
kltk atas tanah;

5, karena perallhan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah
kepada pihak lain idak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik
atas tanah,

Hak Milik atas tanah Juga dapat terhapus karena tanahnya
musnah, misalnya karena adanya bencana alam.

C. Hak Guna Usaha

Ketentuan Umum. Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU)
disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus
diatur dalam Pasal 28 sampal dengan Pasal 34 LUUPA. Menurul Pasal
50 ayal (2) LUPA, ketentuan lebib lanjul mengenal Hok Guna Usaha
diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan yang dimaksudkan
Jisind adalah Peraturan Pemerlntah (P17 No. 40 Tabun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, secara
khusus diatur dalam Pasal 2 sampal dengan Pasal 18
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Pengertian Hak Guna Usaha, Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA
yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalal hak unruk'
menguaahakan tanak yang dikuasai langsung oleh MNegara, dalam
lngha waktu sebagalmana tersebut dalam Pasal 24, guna perusahaan
pertanian, perikanan, atau peternakan. PP No, 40 fahun 1996
menambahkan guna perusabaan perkebunan,

Luas Hak Guna Usaha. Luns tanah Hak Cuna Usaha adalah
:ml_uk perstorangan luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya
25 hektar Sedangkan untuk badan ukum luns minimalnya 5 hektar
d.m.turm maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan
Masional (Pasal 28 ayat (2) UUPA jo. Pasal § PP No. 40Talun 19940,
" k?]"if-‘li Hak Guna Usaha. Yang da pat mempunyai (subjek hukum)

ax Luna Usaha menurut Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 401
1996, adalah:; & L
1. Warga Negara Indonesia,

2 Badan hukum vang didirlkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia (badan hukuin Indonesia),

Bagl pemegang Hak Guna Usaha yang, liclak memenulil syarat
sebagal subjek Hak Guna Usaha, maka dalam wakiu 1 tahun wajib
melepaskan atau mengalibkan ta nahnya kepada pihak laln yang
memenuhi syarat. Kalow hal inl tidak dilakukan, maka Hak Guna
Usahanya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara,

Asal Tanah Hak Guna Usaha Asal Tanah Hak Cuna Usaha
adalah tanah negara. Kalau asal tanah | lak Guna Usaha berupa tanah
hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau
penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian panti kerugian
oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan
;T-n'_rmfl.un-ul pemberian Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahon
Nasional. Kalaw tanahnya berasal dari kawasan hutan, maka tanah

lersebut horus dikeluarkan statusnva sehaeal ks
- ik i kowisam hatan £
4 I'I* No. 40 Tahun 1996), 4 B : witan {Masal

D, Hak Guna Bangunan

Ketentuan Umum, Ketentuan menpe : ;
. i i Benal Hak Cuna Bangunang
(HGB) disebutkan dalam [fasal | ayat (1) hurufc UUPA, Sevara khusus
-.IhllurtlnlnrnJ'.:ul.I-E-.-uuqvmh-up;nnI'nu|.|:||__|uj-,1 blemnt Pasal
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500 ayat (2) UUPA, ketentuan lebib lanjut mengenal HGB diatur
dengan peraturan perundangan. Peraturan perundnngan yang
dimaksudkan di sind adalabh PI* No, 40 Tahun 1996, secara khusus
diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38,

Pengertion Hak Guna Bangunan, Pasal 35 UUPA memberikan
pengertian Hak Guna Bangunan, vaitu hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan atas tanah yang bukan mililknya sendil,
dengan jangka waktu paling lnma 30 tabun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

Asal Tanah Hok Guna Bangunan, Pasal 37 UUTA menegaskan
balwa Hak Guna Bangunan terjadi pada tanab yang dikuasai
langsung oleh Megara atau tanah milik orang lain, Sedangkan Pasal
21 PP MNo. 20 Taliun 1936 menegaskan bahwa tanah yanyg dapat
diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah negara, tanah
Hak Mengelolaan, atau tanah Hak Milik.

Subjek Hak Guna Bangunan. Yang dapal mempunyai (subjek)
Hak Guna Bagpunan menuica b Pasal 36 ULPA 1D, Pasal 19 11 Mo, 40
Tahun 1996, adalah;

1. Warga MNegara Indonesia,
2, Badan hukum yang didirlkan menurut hukum Indonesia dan
boerkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia),

Apabila subjek Hak Gunn Bangunan tidak memenuhi syarat
sebagal WNI atau badan hukum Indonesla, maka dalam waktu 1
tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan
tersebut kepada pthak lain yang memenuhl syarat, Bila hal ini tidak
dilakukan, maka Hak Guna Bangunannya hapus karena hukum dan
tanahnya menjad| tanah negara,

E. Hak Pakal

Ketentuan Umum, Ketentuan mengenni Hak Pakal (HI%)
disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus
diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Menurut Pasal
50 ayat (2) UUPA, ketentuan leblh lanjut mengenal Hak Pakal diatur
dengan peraturan perundangan, Peraturan perundangan yang
dimaksudkan di sinl adalah PI' Mo, 40 Tahun 1996, secara khusus
batine dhalamm Pasal W sampal dengin Masal 548
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Penpertian Hak Pakal. Menurut Passl 41 ayat (1) UUPA, dimaksud
dengan HP adalah hak untuk menggunakan dan atau memungul
hasil darl tanah yang dikuasal langsung lebih atau tanah milik
arang lain, yang memberl wewenang dan kewajiban yang di-
tentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabal vang bee-
wenang memberlkannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan peranjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, sogala sesuatu asal tidak +hur.-rl:-nl:l.nj;;._m dingan
jiwa dan ketenmtuan-kelentuan UL PA. Ferkatnan “mengsunakan
dalam Hok Pakal menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai
digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan
perkatann "memungut hasil® dalam Hak Pakai menunjuk pada
pengertion bahwa Hak Pakai digunokan untuk kepentingan selain
mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan, I

Subjek Hak Pakal. Pasal 42 UUPA menentukan bahwa yang dapat
mempunyal Hak Pakai, adalah:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesla,

4. Badan hukum yang didirikan menur :
; i t hukum Indoneala
berkedudukan di Indonesia, "

1. Badan hukum asing yang mempunyai perwikilan di Indonesia,

‘asal 39 PP No. 40 Tahun 1996 lebib merinel vang d
punyai Hak Pakal, yaltu: yang dapat mem

1. Warga Negara Indonesia,

4. Badan hukum yvang didirikan menurut hukum Indonesla dan
berkedudukan di Indonesia.

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan
Pemwerintah Dacrah,

4. Badan-badan keagamaan dan soslal,
5. Orang asing vang berkedudukan di Indonesla,

f, Hadan IE“ kum asing yang mempu nyal perwakilan Jdi Indones,
Perwakilan negara asing dan perwakilan di Indones
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Hak Pemegang Hak Pakal, Berdasarkan Pasal 52 PP No.40 Tahun

1996, pemegang; Hak Pakai berhak:

a. menguasal dan mempergunakan fanah selama wakiu tertentu
untuk keperluan pribadl atau usahanya;

b, memindalikan Hak Paknl kepada pihak lain;

e, membebaninya dengan Hak Tanggungan;

d, menguasal dan mempergunakan tanab untuk ja npki waklu yang
lidak ditenlukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan
lertentu,

Pembebanan Hak Pakal dengan Hak Tanggungan. UUPA tidak
mengatur batwa Hak Pakal dapat dijadikan jaminan ulang dengan
dibebani dengan Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Pakal dengan
Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996, yaitu
Hok I'akai atas lanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Hak
Pengelolaan dapat dijadikan jarminan utang dengan dibeband dengan
Hak Tanggungan, sedangkan Hak Pakai atas lonah Hak MUk tidak
dapat dijadikan |aminan utang dengan dibebani Hak Tangpungan
Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Pakai. Ketentuan
ink berbeda dengan yang diatur dalam UL No. 4 Tahun 1996, yaitu
Hak Pakal yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
dengan Hak Tanggungan adalah Hak Pakai atas tanah MNegara yang
menurut ketentuannya wallb didaftar dan menurut sifatnya dapat
dipindah-tanganknn. Semua Hak Pakai wallb didaftarkan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, namun ada Hak Pakai
yang Hdak dapat dipindahtangankan sehingga tidak dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan, yaltn Hak Pakal yang dipunyal oleh
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah
Daerah, Badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing,
dan purwakilan badan internasional. Di sini adn ketidaksinkronan
antara Undang-Undang Ma. 4 Tahun 1996 dengan P No. 40 Tahun

1995, Ketidaksinkronan tersebut yaitu UU No. 4 Tahun 1996
mengatur bahwa Hak Pakai atas tanah Negara dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani dengon Hak Tanggungan, sedangkon
dalam Pasal 53 ayat (13 PI* Mo, 40 Tahun 1996 mengatur babwa Hak
Pak al atas tanah Nogara dan Hak Makal atas tanah Hak Pengelolnan
dapal dijadiban aminan utang dengan dibebani dengan Tk
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Tanpgungan. Dari segi hlerarki peraturan perundang-undangan,
maka [P No. 40 Tahun 1996 menylmpangl UL Noo 4 Tahun 1996

F. Hak Sewa untuk Dangunan

Keteniuan Umum. Ketenlian mengenai Hak Sewa Untuk
Bangunan (HSUBR) dlsebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA,
Secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 CUPA. Menurut
Pasal 50 ayat (2) UUTA, ketentuan lebih [anjut mengenai Hak
Sewa Untuk Bangunan diatur dengan peraturan perundangan.
Peraturan perundangon yang diperintahkan di sini sampal sekarang
belum terbentuk

Penportian Hak Sewa Untuk Bangunan, Menurat Pasal 44 ayat
{1 UUPA, seseorang alan suatu badan hukum mempunyal hak sewa
atasta nnh,;q'anTn in berhak nmmpi'rp,::n.ﬂ.'ﬂn tonah mlliknmnghin
untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya
sejumlah uang sebagal sewa. Hak Sewa Untuk Bangunan adalah hak
yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan
mempuinyal bangunon di atas tanah Hak Milik orang lain dengan
membayar sejumlall vang sewa terlentu dan dalam jangka wakiu
tertentu vang disepakali oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak
Sewa Unluk Bangunan,

Dalam penpelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA dinyatakan bahwa
*Oleh karena hak sewa merupakan hak pakal yang mempunyai sifat-
sifat khusus, maka disebut tersendlrl. Hak sewa hanya dlsedlakan
untuk banpunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10
ayat {1) UUPA. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat
sementara (Pasal 16 jo. Pasal 53). Negara tidak dapat menyewnkan
tanah, karena negara bukan pemilik tanah®.

Dalam Hak Sevwa Untuk Bangunan, pemilik lanah menyerahkan
tanahnya dalam keadoan kosong kepada penyewa dengan maksud
agar penyewa dapal mendirikan bangunan di alas tanah tersebut.
Hangunan itu menurut hukum menjadi milik penyewa, keeuali ada
perjanjian lain. Hal lni berbeda dengan Hak Sewa Alas Bangunan
{HSAB), yallu penvewa menyewn bangunan dl atas tanal hak or-
ang lain dengan membayar sefumlah vang sewa dan dalam jangka
wakbu yang tedtento yang dise pakath ofeh pemilik banganan dengan
penyewa bangunan, Jadi objpek perbuatan hubamnya adalah
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bangunan bukan tanah. Perkenaan dengan Pasal 44 ayat (1] LUEA

tunl.;ng Hak Sewa Untuk Bangunan, Sudargo Gautama mety

mukakan sebagal berikait: |

I. Dalam pasal ini diberikan perumusan lentang apa yong, diartikan
dengan istilah “hak sewa itk Bangunan”. Dard perumusan inl
ternyala bahwa hak sewa [ni hanya merupakan wmncwhﬁp&hi
}‘.ln;; borsifat kKhusus, Karena adanya sifat khusus diri hak sewa
inl maka discbutkan secara tersendil,

2. Hak sewn yang discbut di sini hanya boleh diadakan untuk

mendirikan bangunan, Tanah untuk pertanian pada dasarmya

Hdak bolels disewakan, Kanena hal inl akan menupakan perientangan

dengan Pasal 10 ayat (1), prinsip landreforr yang muwn;.lnbl-..m

seorang pemilik tanah perlanian untuk mengerjakan sendirl.

Penvimpangan hanya diperbotehkan untuk sementaca waklia

ml:ri.gin;;ar. keadaan dewnsa inl. Satu dan lain ditentukan dalam

Pasal 16 jio, Pazal 53.

4. 5i peayewn membayar uing sewa kepadn pemilik lanah, Sewas
menyewa inl tidak dapat secara cuma-tuina.

5. [anah vany dikuasai oleh negara tdak dapat disewakan untuk
maksud nl, Dalam memor| penjelasan dile rangkan sebagal alasan
ldak memungkinkannya hal ini lalah karena negara bukan
pemilik tanah. Sudargo Gautama (1990: 152).

Noedi Harsono menyatakan bahwa karena hanya pemilik tanah
yang dapat menyewakan tanah, maka negara tidak dapat I;m:ml;
pergunakan lembaga ini. Sifat dan ciri-cirl Hak Sewn Uniu
Bangunan adalahs
a. Sebagaimana dengan Hak Pakal, maka lWjuan penggunaannya

sementara, attinya jangka waktunya terbatas.

b, Umumnya hak sewa berslfat pribadi dan tdak diperbolehkan
ntuk dialihkan kepada plhok lain ataupun untuk me nyemh.':nn
tanahnya kepada pihak ketiga dalam hubtngan sewa dengan pihak
penyewa {ondtrierdmr) tanpa ledn pemilik tanah

¢ Sowa-menyewa dapat diadakan dengan ketentuan bahowa jika
penyewa meninggal dunia hubunpan sewanva akan putus.

=
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d. Hubungan sewa 1idak terputus dengan dinliikannya hak milik
yang bersangkutan kepada plhak lain,

e Hak sewa tidak dapat dijadikun laminan utang dengan dibeban|
Hak Tanggungan,

£ Hak sewa dengan sendirinya dapat dilopas oleh pibak yang
menyewa,

B Hak sewa tidak termasuk golongan hak-hak yang didaftar
menurat PP No. 10 Tahun 1941 (sekarang PP’ No. 24 Tahun 1997),

G. Hak atas Tanah ya ng Bersifal Sementara

Ketentuan umum, Hak-hak atas tanah yang bersifat sumentara
disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) hurut h UUPA, Macam-macam
haknya discbutkan dalam Pasal A UUPA, yang meliputi Hak Gadai
(Gadai Tanah}, Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasily,
Menumpang, dan Hak Sewa Tanaly Pertanian,

Sifat sementara, dalam wakty yang sangat singkat diusahakan
akan dihapus dikarenakan mengandung sifal-alfal pemerasan dan
bertentangan dengan jlwa LUPA, Kenyataannya sampai saat ni tdak
dapat dihapuskan dan yang dapat dilakuban adalgh mengurangi sifat-
sifat permanen.

Macam-macam Hak Atas Tanah yang bersifat sementara ndalah:
(1) Hak Gadal atau Cadai Tanah; (2) Hak Usaha Bagi Hasll atau
Perjanjian Bagi Hasil; (3) Hak Menumpang: dan (4) Hak Sewa Tanah
Pertanian, (Urip Santosa, 2005: 130-145).

IR Landreform

A. Pengertian Lendreform I i
Su:n teminologi istilaly landreform mempunyal arll yang

i [ Iandreform disamakan
karena itu, sering kali istilah fos
mngam::lji‘l?l}teigrnrhn Reform, Degitu luns pengertian fmlrfrri:::j
e E';t;: t u-hi‘ngg.t menimbulkan pengertian yang |.‘l|.'rbv.‘|l'hnl1|:f| :nm -
:I':Ii'rﬂlL lin ',ngan disiplin lainnya, Russel King {19“'.;':?:5} T:fn}rmﬂﬁ
ba hE.‘a perbedann pengertian dan definisi tersebut, karen
spgertian secarn wimum: . | .
f F'..f ::n.{reﬁ\rm is inpariably @ mare of less direch, publicly controlled clurge
‘ in We existing character of land ooetrersips e
2, 1 normaliy attempls o diffiesion ofwealth, and productive Gipa

kanti
Marren Warriner sebagaimana yang :lku :-l.ﬂ n!;'ﬁ ;::itldit:i o
; kan bahwa biln :

alung (1985: 10) mengata strlbuisi
:l*:::-lLﬁll 1‘1li.l dasarnya landrefort memerlukan Fmﬂ;:m :?::h dan
|:1||.1i| untuk keuntungan pihak yang mu“h:‘ﬂlnn::—r I..!n:Jh, Jadl,
smbatasan dalam hak-hak ind ividu atas sumbser-sur R

JE‘ drefirm Iebih merapakan sebiahy alat perubahan s

BLIE R N
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perkembangan vkonomi, selaln
. £ merupakan manifesios| uj
potitik, kebebasan, dan kemerdekaan suntu I:t-::'l.l;:zq..:lL i

,-.|Lv.hpir:t‘-;n::1 ::‘1:L=.c-pfmdrgirrm merupakan upaya yang dilakukan
i ].t. A untuk melakubkan perubahan dalam proses
&1—.“\“ .:msd anah. Oleh karena itu, pelaksanaan fandrefoen ini
“wmhl.l - chgan kx-mnunn politik dari suatu negara, Hal inl
i at I'ip !m'rnhu.nl'-:un perhatian yang serlus terhada
::; Ay ]::::?nn Lanilreform di dunia, Word Bank (1975: 16) dalam mhunlll—-:
anu:”[r;i::nhmnr:gunai famdreform, juga memberikan Pengertian
nmq}-‘]r;_:l;ﬂl_ ‘;ga pola :;rmgunﬂ.?nn dan permilikan tanah dj berbagai
o At Menunitnya, Rjn ind ada karena pengaruh berbagal
or, Yaitu (1) slstem dan situasi politik; (2) struktur ok 'Hﬂ
ni‘qh.'ll'lll1.|'ll:'l.'!!ﬂ=; {4) sistom hukum; (5) situasl demosrafi: ﬂ:f'"_“— =
;.mrl;:tlmn; dan (7) basls sumber daya nasional mnﬂ?lfprrlli*-ihi; o
thubungan deng: nge N
'ru]u.'unLllul.lnlﬁnIﬂj.:‘i:-:-_,ﬁu‘:'::-l;;:ﬂ:'t:“l". R e
1. .:Iﬁ::lk :m.-nrnmpurnnl:.m ndanya pemerataan tanah: ada dua
ensl untuk tujuan inl; portama, adanya usaha untuk
E-[,,I:t,j kan pemerataan hak atas binah di antara para pemillk !:: ':mh
mdh?ﬂ:l dilakukan melalul usaha yang Inlensif, yaity d:'np:.an-
stribusl tanah; kedua, uniuk mengurangl perbed
dapatan antara petani besar dan keci Yang meru ak:.sn i
u_n tuk memperbalki persamaan dl antara petanl semraFrlmrll}-uruﬂn
2 Untuk meningkalkan dan memperbaiki daya gun .
tanah. Russel King (1977: 13), Sl

B. Program Landreform
Program fandrefirn
! sangat ditentukan oloh kondisi ¢

;IE"E.] ra, sebab fandreform merupakan sasaran atau ta rg-;:i}J T :'U e

i ! tyeng haru:
mﬂdurt:stsnlor: ljpl;l:'::-||n.1lrlnI!nuh sualu negara. Oleh karena i:ug m.mu:i

A0 telab beeallth dard negara ograr ]
" ot Aard agrans menuju negara industri,
1';;;:: pemenntahnya mampu mewujudkan tujuan fﬂnﬂ'rfﬂ.":‘:
¢ Di Indonesia Program landeeforms meli puli: I

a) pembatasan luas makslmum Penguasaan tanaly;
b} larangan pemilikan tanah secara absentee alau gunta

| A
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recistribusl tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum,
tanah-tanah yang terkena larangan absenter, tanah-tanah bekas

swapraja dan tanah-tanah negara;
d) pengaturan soal pengembailan dan pencbusan tanah-tanakh

pertanian yang digadalkan;

pengaturan kemball perjanjian bagi hasil tanah pertanian;

fy penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai
larangan untuk melakukan perbuntan-perbuatan yang menge
akibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi
bagian-bagian vang terlampau kecil,

C, Larangan Menguasai Tanah Melampaul Batas
Sebagalmana diketahul bahwa UUPA merupakan induk
pelaksanaan dan lendreforin lersebut sehingga bebarapa pasal yang
terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rinclan pelaksanaan
lardreformt. Hal ini terlihat bahwa larangan menguasai tanah
melampaul batas diatur dalam Pasal 7, Kelentuan Pasal 7 UUPA

tersebut berbunyi sebagal berikut:

“Untuk tilak memgikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah vang melampaul batay thlak diperkenankan™

Sefalan dengan ketentuan Pasal 7 di atas, menurut Boedi Harsono
(1994; 259) pemillkan dan penguasaan tanah yang melampaui batas
merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan
teebatasnya persediaan tanah pedanian, khususnya didaerah-dacrah
yang padat penduduknya, hal in menyebabkan menjadi sempitnya,
kalau tidak dapat dikatakan, hllangnya sama sekali kemungkinan
Lagl banyak petand uniuk memlliki tanah sendir.

Dengan demikian, apabila disimak dengan sekeama, yang dilarang
oleh Pazal 7 ink bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas,
tetapt Juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak
mitk, dopat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai,
hak sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lainnya, Hal ini
sufalon dengan pendapat Boedl Harsono yang mengatakan bahwa

yang dilarang it bukan hanya pemilikan, tetapi juga peaguassaan
tanah dalam bentuk-bentuk lalnnya, memang sesuai dengan keadaan

il linidomieaia
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Bertitlk tolak darl kelentuan dal
| am Pasal 7 UUPA di at
E-;:; ::[:, :Ii;lan;: tid?: b:rjnlan sesuai dengan yang djing[n::‘la-lb::
sinyaliroieh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat o
bergerak dibidang pombaharuan Hukum A 1;,r.ﬂ.:'l.:v:rl.'::I1'.l:rnI[:J Pl

mu]:;ﬂ:} Llrr:: L;sunl darl berbagai kebijakan pemerintah, penguasaan
s Ih.L- urlah besar agaknya bermuln pada tahun 1980-an
sebaglan besar penguasaan tanah tidak hanya berada di tangan
p::-rua::ann HPH {Hak Fengelolaan Hutan), tetopl juga mnnmhfnn-
perusahaan yang mendapat konses! pertambangan atau kontrak kary

pertambangan, Selain itu, perusahaan-pecusahaan bﬁ;r yaﬁ:

berbisniadl bidang perkebuna
mate i
vangidaksedidy ik el e

Iimlz.:h:;;;'lgkal dari pendapat di atas, Danto dan Gunawan Winardi
i mencatat, sampai tahun 1999 terdapat 5461 perusahann yan
enguasal sekitar 525 juta hektar lahoan untuk pertambangan :I'1r§

perrusahaan pertambangan ini me
ndapat konsesi d g
pusat berdasarkan kontrak kerja pertambangan i sl

Lebib lanjul menurut Danto J;
l!a:lm 2004}, terdapat sebang.'atfr. ;I_Y'.;;-: ;::;Ell:::r :;Li;:-‘ nTnF;ﬂl P::;
“ak"n; :;:::11:.5 j.lm i:;l fu’:n hektar untuk perkebunan atau n;p;mE;;nEs.
e g:,'k s Er:. risahaan itu menguasal sedkitnya 1.616 hektar
sipEs yak di antara perusahann perkebunan itu dimiliki para
pengusahn papan atas. Mencermati terjadinya penumpukan
ﬁngm:ﬁmn tanah pada segelintir orang pada bldang pw.-r]:crl;u fa

; 1EJ'II H];nﬁ::.:,:lha.ngan Iﬁ{_‘llﬁ kehutanan, ternyata penguasaan laha:
s w”nn.: :1?1‘::—. rnltLlI ri fuga terfacdl di keta-kota besar, Pada taliun
o mk]::" rlJ ‘tn ek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasly
A E: JJTh ral yang mengunsai 65434 hekiar tanah untuk
fa bulnhi'hpmrnpni ;:'::::E“;‘ﬁ:x‘;‘if'fj :Jf;.&mmmm I e
untuk padang polf it mencakup 11 ‘E{'JE hhnkli:‘:?j!;uﬁs:;';i:"u‘:: ::Eﬂ“
Enr:':!rﬁr.mg;n golf |I11emhl.1 tuhkan tanah Hdak kurang dari 350 huh;t:F
ingkup nasional teedapat 119 lapangan golf {data tahun i."mll.

Sel
B .:[n penguasaan tanah vang melampul batas akibat dard
pemberian pembukaan lahan untuk keperluan perkebunan j

“rl
perambangan dan lapangan golt, maka Danto, Gunawan Wiradi
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dan Dianto Bachtiar (2002: 50) mencatat bahwa sampai pada tahun
1994, sedikitnya 660 unit progluksl HPH atan Hak Penguasaan Hutan
Tanaman Industrl (HPHTI) menguasai lahan seluas 48,3 juta hektar
hutan. Kalau dirata-rata maka setiap perusahaan menpguazal 716
hektar. Dalam hal ind terdapat 12 konglomeral yang munguasal 16,7
jutia hektar, sebagai perbandingan Perum Perhutani perugahaan milik
negara hanya menguasai 3 juta hektar,
Sementara [tu, penguasaai lanah yarg melampaul batas juga
terfadi pada kawasan industrl. Sampai tabun 1995, terdapat 46
wawasan industrl utama yang menguasai la han seluas 1 7,470 hektar.
Rata-rala setlap perusahaan yang menjadl pengembang kawasan
industri int menpuasal sedikitnya 3798 heklar, Bersamaan b, telah
torjadi pembukaan industri bary, kawasan industri sudah mencapai
74 buah, Dari fumlah ite, scbanyak 14 kawasan Industri adalah milik
perusahaan negara. Tanah yang digunakan untuk pengembangan
kawasan industrl ity seluas 25,24 hektar.
senelaah gambaran mengenal perguasanty lahan yang dikuasat
oleh kawasan industrl di atas, apabila dibandingkan dengan pemilikan
tanah oleh para petani, maka sensus pertanian tahun 1993
munyebutkan sebanyak 19,71 juta hektae Keluarga petani hanya
menguasai 17,41 juta hektar, Ind berarti setlap keluarga petand yang
memlliki lahan di Indonesia, menurul sensus |t hanya mengu n=ai
.87 hektar tanah. Menurut sensus ind pula disajikan data dari total
keluarga petani 21,7 rumah tangga, 8% ol antaranya sama sekali
tidak memiliki tanah atau hanya menguasal pelak tanah yang sangat
keeil, kurang darl 0,1 heklar
Adanya ketimpangan pemllikan dan penguasaan tanah yang
terjadi antara petani dengan para konglomeral yang bergerak di
bidang pertambanpgan, kehutanan, dan industel tersebut telah
menimbulkan kenflik, Menurut George Aditjondnoe
Gengketa pertanahan yang terjadi selama Orde Baru ticdaklal
cosederhana ftu atau hanya senpgketa antara pemilik lahan dengan
webuatan mesdal, Lobil dari i, sengketa agraria di Indonesla brersklnl
multidimensional yang tidak bisa dipahami sebagai suatu
perscighetoan tanah an-ske, tetapl senghketa tanah adalah puncak
panang e dan beragam jenis Londlik Tainnya yang juga mendasard,

e —
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yakniantar alslem chonoml (kapitalis versus subsistens), miayor tas-
minoritas masyarakat modern versus masyamkat adat, negara dengan
wargancgara, antara sistem ckologl (ekoslstem versus indusiralisme),
slstem pengetahuan asli, antar budaya modern versus buda ya aslij,
dan relasi pender.

Sementara i, menurut Dianto, ada beberapa corak dan pola
sengketa tanah, Pertama, sengketa agraria yang disebabkan tanah
yang mengandung sumber daya alam berupa hasil bumi, beragam
tanaman, menjadi sumber yang dieksploitasi secara masif, Kedua,
sengketa karena swascmbada berns, Penguasaan tanah hanya
lerkonsentras pada satu tangan. Akibatnya, jumlah petani yang tidak
punya tanah semakin membengkak, Ketlga, sengketa agraria di areal
perkebunan, Biasanya sengketa Jenis ini terjadi karena ad Anya
pengalihan dan penerbitan HGU maupun pembangunan perkebunan-
perkebunan inti rakyat {PIR) atau program sejenlanya, sepertl Tebu
Rakyat Intensifikasi {TRI), Keempat, sengketa akibat penggusuran-
penggusuran di atas lahan yang Hdak dimanfaatkan untuk industd
pariwisata, real estate, kawasan industri, pergudangan, pamba-
ngunan pabrik, dan sebagalnva. Kelima, sengketa agraria akibat
penggusuran dan pengambilan lahar rakyat untuk pembangunan
sarana kepentingan umum. Keenam, sengketa akibal pencabutan lik
rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan
lindung. Ketujuh, sengheta akibat penutupan akses ma syarakat untuk
memanfaatkan sumber agraria non tanah, seperti peralran atau laut
lepas, Ini digant! dengan hak pemanfaatan lerbatas untuk sehelompok
kecil orang atau perusahaan tertentu.

2. Penelapan Luas Tanah Pertanian

Penetapan luas tanah pertanian dimaksudkan agar tidak tegjadl
penumpukan tanah pertanian pada seseorang,. Sebal kalau teradi
penumpukan tanah pertanian pada seseorang, maka akan meruglkon
para petant yang menjadikon sawah sebagai alat produkst dan
sekaligus math pencaharion. Dasar pertimbangan inilah vang
mendasan pemerintah mencantumkan ketentuan ind dalam salab satu
pasal datam UUPA. Penetapan luas lahan pertanian diatur dalam Pasal
17 HUPA sebagal berikut:

Hengky Kapwte & Mautfim Latubnn

tentuan dalam Pasal 7 maks unluk men
aksud datam Pasal 2 ayat () diatur luas

Inimum tanah yang boleh dipunyal
am Pasal 16 oleh sualu keluarga

{1) Dengan mengingat ke
capal tujuan Yang dim
maksimum dan atau m
dengan suatu hak tersebut dal
atau badan hukum. Word

ksud dalam ayat (1) pasa
- an batns aksimum terma b
o E.:f}::rﬁmgunpﬂammmmndﬂngmdal:n w‘i:tuymgk.-.:::“m
: i batas mak!
-1 merupakan kelebihan dan
™ me:glj:ni:tn?r:lﬁml {2) pasal {nidiambll oleh pewrlnti M::‘Enm
ur:::i keruglan, untuk selanjutnya dibagikan krpafa ra :.r:“fj mf:
gﬂ -mbutuhkan menurut kelentuan-ketentuan dalam p
me

pemerintal,

{4) Tercapainya bal
yang akan ditetap
Jilaksanakan secara berangsun |
Gojalan dengan ketenfuan Pasal 17 UUPA, Boedi Ha ru.l:u'u:1 }] 'i::l
: = 'I 1 L] L] L
289) ni:n:.;al.thuu, “Dengan demikian maka [ mil:l'n!;n :;rrm:.; 1.;.-.]:
merupakan faklor utama dalam produksl puannl:m .m.11 Emn wod
lebilh merata, dan dengan demikian pmxbaglﬂn s k}:n e
merata pula, Tindakan itu diharapkan akan murup:lhn mp;mmm
dorong ke arah kenaikan produks] perlanian, karenaa gl
ke niihnn bekerja bagl para petani penggarap tanah
Iﬁ1I-uu|.m yang telah menjadi pemiliknya . |
e ' da ketentuan Masal 17 UUPA, pemerintah menge- |
{engacu pada ke A
lua r:.m ;!mhil.'in pelaksanaannya berupd UUNanT Efm :E,, N
1960 tentang Penetapan LuasTa naly Pertanian dan UU in
k -1

15 minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
~ kan clengan peraturan perundangan,

donesta. Menurat Boedi Harsono,
. nelaksanaan andreform di ln . r
ﬂﬂlitt:nlj:n:r 56 Prp Tahun 1960 terdapat tiga soal yang dlafurnya

i asann tanah -|'|
yaltu (1) penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan fhi

i 1 n
tanian; (2) penclapan luas minkmum Pﬂmﬂiknn 1.1111th rl.::-nig 1 |
4.4 Al 1= 1 i |
e e ik malakukan T...:[l_u,ulan-l:-erhuatan [. 'Em i3
bty ilikan tanah-lanah 1t menjadi bagl

akibatkan pemecahan pem (3) pengembalian dan pencbusan tanal

fan yang terlampau kecil; srlanlan
t?:' i ﬁninmn yang digadaikan. Penelapan lm:fa';f; T; ﬁt'm Prp
.'m s Tuarus dimiliki pleh seseorang diatur dalam ' 13‘1“ aaha .
}.:' Ij:lh 1 dinyatukan sebagal berikubi (1} scorang, &
S Lal

i
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orang yang dolam penghidupannya merupakan satu keluarga
bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanion, baik
miliknya sendl atau kepunyaan ocang laln ataupun miliknya sendin
bersama kepunyaan orang laln, yang jumlah luasnya tidak melebihi
batas maksimum sebagal yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini,

Jika tanah pertanian yang dikuasal itu merupakan sawah dan
tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas
sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilal tanah
kering sama dengan sawal ditambal 30% di daerahi-daerah yang tidak
padat dan 207% di daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah
pertanian yang dikuasai selurubnya Hidak boleh melebihi dari 20 hektar,
(1) Atas dasar ketentuan dalam ayat (2) pasal ind maka penetopan

luas maksimum untuk tap-tiap daerah dilakukan menurut

perhitungan sebagal vang tercantum dalam daftar yang di-
lampirkan pada peraturan ini.

() Luas maksimum tersebut pada ayat (2) pasal Ini Hdak berlaku
terhadap tanah pertanian:
A Yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lainnya

yvang bersifat sementara dan terbatas vang didapat dad
pemecintah:

b. Yang dikuasai oleh badan-badan hukum lainnya.

Penentuan luas tanah pertanian yang dapat dikuasai oleh warga
negara lndonesia di atas, tersebut didasarkan pula dengan kepadatan
jumlah penduduk tap kilometer persepi. Hal ini sesual ketentuan
Keputusan Menteri Agrarla No. Sk978/1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertaninn di Daerah Tingkat 11, Dalam porimbangannya
dinyatakan bahwa penegasan tersebut didasarkan atas anghka-angka
resenl tentang kepadatan penduduk yang ada pada pemerintah pada
waklu itu dan dengan memperhatikan keadaan soslal-ekonom|

dacrah-dacrah yang bersangkutan.

Berkaitan dengen ketentuan penetapan luas tanah pertanian d|
atas, maka dalam menentukan mengenal pembagiannya, lebih Lanjut
dijelaskan dalam penfelasan umum Undang-Undang No. 56 Prp
Takhun 1960, dinyatakan bahwa: Luas maksimum ditelapban untuk

tap-tap dacraly tinghat I dengan memperhatiban beadasn daeraly
rasing-arasiiog dlam faktor fak o

Henpky Kayawe e Marlior [abuban

1. tersedianyatanah yang masih dapat dibagi,

2. kepadatan pendudulk;

1, Jenls-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan |-.-uri:-mlnu1|. mn_l-m:
I sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada pengalran yang
teratur atau tidak); )
4. besarnya usahn lank yang sebalk-balknya (the best Iﬂ]‘frﬁ:;._f}
L menurut knmnmpuaﬁ salu keluargo, dengan mengerjakan
beborapa buru tand;
tingkat kemajuan teknik perlanian sekarang ind.

srsg bl
luas tanah perlanian ferse
Dengan demikian, penetapan
ditﬂmuk?n bahwa pada daerah Udak padatke pm.l:;tnn:ya s:j:ntmdrl“_’rﬂﬂ
oran ' adat kepadatanny
r kilometer, untuk dacrah kurang p epd
'Htﬁr?{ sampal 250 orang perkllometer, seme mlara dl. daerah ::ulm.q.:
:n‘rﬂt'ﬁ'l .5-1mp~1l*||L'il'mmn|5 per kllometer, sedangkan di daerah sanga
padat kepadatannya 401 ke atas per kilometer,
r h pertanian
Berkaitan dengan penclapan tana !
etapan luas tanah dikaitkan denpan kepadatan pﬂ-!m‘luk |!11 .
E ater] Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menler:ﬂhmm.
: S Annar
f Sekra 9112 tanggal 3 Jam
Juarkan sirat bersama, yaltu No.t :
i::;::?.:I.ll:n..-q-l.l,.-.n penfelasan mengenal tanah pertanian sebagal berlkut.
Semua lanah perkebunan, rambak untuk perikanan, anah lumpn!.
mggembalaan termak, tanah belukar bekas ladang d_:mdmlnn i n;.:
:j;njmll. fempat mata pencaharian bagi yang, berha b:i:‘ ; nl hx:r: I;I;I:L r:_hygﬂ
i '- h yang mes i i
tanah pertanian adalah semua tana :
1-:-1.11nnp'_n.f.1 tanah untuk perumahan dan perusahanan. Hila ul:-,:
sebidany lanah luas beedir rumah tempat tinggal sescorang, mik.
ndapat setempat itulah yang meneniukan, beeapa luas h.'l-E,lﬂI: y.!lnE
Emj;,f ap tempal tinggal sescorang, maka pendapal setempat it nh
i pn;-.-nmlul.m,‘rmr.q,m luasbagian yong, dianggap halaman ruma
dan i:u..'rullp.i yang meripakan tanah pertanian. .
Menvimak ketentuan penetapan Tuas tanah perianian dentga?
‘Il.'l"-'ll‘.‘“l'i.ﬂ penduduk terscbut, saal sekarang tdak hlﬁﬂ-":h‘ln :1&1;
webab kepadatan penduduk sekarang telah bergeser begita cepal,

Aemukan lag
’ wat, sehingga tidak akan Jdiks
rigrast penduduk begliu cep R LUt

L

sebagal objek dan
ala

kepadatan |1-|-mlm|i|.|'i-. yan hanya ekl
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karena itu, SK ini perlu dilakukan perubahan guna menvespaikan
dengan kondisi sekarang.

E. Redistribusi Tanah

Salah satu program yang memegang peranan penting dalam
menyukseskan program Gedreforet adalah pelaksanaan “redistribus)
tanah”, Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanak
pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian
dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah, Landasan
pengambilan tanah-tanah kelebihan tersebut diatur oleh Peraturan
Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembaglan
Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN 1961 No. 28, Penjelasan
di dalam TLN No, 2322) Dalam Masal 1 PI* No, 224 Tahun 1961
dinyatakan bahwa: lanah-tanoh yang dalam rangka pelaksanaan
landreform akan dibaglkan menurut ketentuan-ketentunn dalam
peraturan ini ialah

a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai di-
maksudkan dalom UU Mo, 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah
vang Jaluby pada negara, kanenn pemiliknya melanggar ketentuan-
ketentuan UL tersebut.

b. Tanah-lanah yang diambil oleh pemerintab, karena pemiliknya
bertempat tinggal di luar daerah, sebagal yang dimaksudkan dalam
Pasal 3 ayat (5).

c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapei|n yang telah beralih
kepada negara, sebagal yang dimakssdkan dalam diktum Keempat
huruf A UUPA,

d. Tannh-lanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yong akan
ditegaskan lebil lanjut oleh Menteni Agraria.

Selain PP Nomor 224 Tahun 1961, redistribusi tanah ini juga
diatur oleh PP Nomor 41 Tahuon 1964 (LN 1964 Mo, 112; Penjelasannya
dimuat di dalam TLN No. 2702), Kedua peraluran pemerintah ini
merupakan induk pelaksanaan dan redistribusi tanah tersebuit, Satu
hal yang penting dalam PP Nomaor 224 Tahun 1961 dan U Nooor
A1 Tahun 1964, yaitu diberikannya ganti rugl kepada masyarakal yang
diambil oleh pemerintah karena untuk keperluan pelakranaan
redistelbusd tamab torsebut. Hal ind sesuai ketendvmn Galam [asal 6
ayal [ 1 11 Sownaor 234 Fabwan V96 dlinyatakan Dabiaes

Henghy Kayaswer & Maviie |nbuhan

" ilik darl tanah-tanah yang berdasarkan Pasal
‘Il:-ipr:::r:f:lﬁrﬂ }-::E:-Inhil oleh pemerintah untuk dibag ~11.:|:,|':E.:-1
kepada yang berhak atau dipergunaban oleh P'l‘ﬂ‘lt‘!““-‘-.l{- wm“ ::‘
diberikan gant] kerugian yang besamya ditetaplan vleh P:;Imw
anior. Dacs Toghos L 7 e vttt lhon
rtungan perkalian hasl] berst .
r::j]nhi:f-nngtihruphn tap hektamya menurut gﬁlu:'rgﬂl: 1::1;:‘
tanahnya, dengan menggunakan degreslyitet sebagai terle 51
bawah ink; {a) untuk 5 hektar yang pertama. lisp I-.rk!nrr;ly::!
Vali Tuagil bersih setahun; () untuk 5 !'lﬂln.lﬂr YAng LI."I-]!.I.'I: i rﬂ:
dan keempat: tiap hektarnya 0 .l hasil bersih setahun; EL.:;:”'I-
yang, selebihnya tlaphekn.m}'n?mlludlbnrﬂhr.?hmm, d-lngtm;
otentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan .nl ah
Lt Jebih tinggl dari pada harga umum, makn hanga umunia
vang dipakal uniuk penetapan manti kerugian Lersebut”,

p ngan saksama pemberian ganti kerugian terhadap
;umbl.*:lrr.:::: ﬁinﬁ; diambil un E:k kepentingan redistribusl Inn:;
maka peraturan ini memberikan kesempatan kepada pemiliknya un :
melakukan keberatan terhadap ketidaksetujuanmnys dmganhr;:nv_.; ;
gant] kerugian terscbut. 1 il inl sosual ketentuan dalam Pasal 6 ay

(3) dinyatakan bahwa: s g
“llka bekas pemilic tanah tidak menyetujul hesarnya .
h{*lr'ugl:l :-J“m yang ditetapkan oleh panitio frrulrr;'_iw- Daerah
Tingkat 11, maka ia dapat minka banding kepada panitia lendreforer
Daerah Tmgkat [ dalam tempa 3 bulan sejak tanggal penetapan

pant kerugian tersebut” :
. x e lalam Pasal 6 dl atas,
Sefalan dengan ketentuan yang termuat ¢
maka s!el-elah dilakukan pengambilan tanah-tanah kelebthan tersebut,
langkah selanjutnya adalah membagikan tanah-tanoh tersebut kepada

petanl yang sangat membutuhkannya. Dalam Pasal 8 1P 224 Tahun

1961 dinyatakan bahwa:
. engingat Pasal 9 s.d, 12 dan Pasal 14, maka tanab-
lﬁ:aﬂrdirﬁnﬂudm dalam asal 1 hurufa, b, d“?FdT“Hl'I
bagikan dengan hak yang hl:ﬁ-‘lﬂ.,gku'.i!{'l. menuru b prionted h;!‘ ugn'
bertkuts {a) penggarap yang mengerjakan tanah yang 1{:51
Yitkian; (b bunih Lani telap pada bekas pemilik, yang11ngrﬂn e
tanah yang berranghutan; (c) pukerfa tetap pada }n as r-:m:li .
tanah yang bersanghulan; {d) penggarap yang 1.“ fum san p”.
pahun mengerjakan tanab yang berranghulan; {2} pn}g_fa ....E:
\-.umuww_rmhnu Larah hak pemili: (1) pengparap farualy-tar

51
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yang oleh pomerintah diberl peruntukan Lain berdastrkan Pasal
4 ayat (2) dan (31 (g} penggarap yang tanah garapannya kurang
dari 0.5 heklnr; (h) pemilik yang luas tanabaya kurang dari 0,5
hebtar; (i) petani atau burnh tani lainnya”,

Bertitik tolak dan ketentunan Pasal & ayat (1) di atas, ketentuan
ini Juga memberikan priorllas utama kepada beberapa kelompok
masyarakat, dlantaranya veleran. Dalam Pasal Sayat (2) dinyatakan
bahwa: jika di dalam tiap-tiap prioritas dalam ayat (1) pasal ini
terdapat: {a) petani yang mempunyal lkatan keluargn sefauh tidak
febih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan
sebanyak-banyaknya Sorang; (b) petani yang lerdaftar schagai veteran;
{c} petani janda pejuang kemurdekaan yang gugur; (d) petani yang
menjadi korban kekacauan, maka kepada mercka llu diberlkan
pengulamaan di alas petani-petani lain, yang ada di dalam goloagan
priorilelt vang sama,

Dengan memperhatikon ketentuan Pasal & di atas, dalam
peraturan int ditentukan bahwa sebelum mendapal pembagian
tanah-tanah yang (elah diambll oleh pemerinlah terscbul, para petan
yang dimaksudkan harus memenuhi persyaratan, Dalam Pasal 9
dinyatakan bahwa:

“Untuk mendapatian pembagian tanaby, maka para potani yang
dimaksudkan dalam Masal & hares memenchi (a) syarnl-syarat
lmum: warnga negara Ind onesia, bertempat tinggal di Kecamatan
tempat letak lanah vang bersangkutin dan kuat keefo dalam
purlanian; (b) syaratsyarat khosus: bagl petani yang terpolong
dalam prioriteit a, b, ¢, £ dan g, telah mengerakan tanal vang
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturue-turut, bagi
petani yang lergolong dalam priocitedt i, telah mengorjakan
tanahnga 2 muidm bertueut-tural, bagl para pekerja telap yang
tergolong dalam prioriteit ¢, telah bekee|n pada bekas pemilik:
selama 3 tahun berurut-turut® '

Datam pembaglan tanai kepada petant yang memorlukannya,
terdapal persyaratan tertentu, selain darl persyaratan yang diatur
Pasal 9 PP No. 221 Tahun 1961, Hal ini scaunl ketentuan Pasal 10
dinyatakan babwa;

"D daerab-dacrah yang padat sebagai yang dimaksisd ks Jalsin

Undang-Undang Nomer 56 I'rp Tahun 1940 mabka oi dalam

fielaksanakan L'll"|l1|1 aprkam Lanaly menumal Fasal 8 Pl iapran

lussnya dabakukan demgan ovo s kad whoursi sebag s berikal (ai
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penggarap yang siklah memiliki tanah sendir sehuas 1 hekpar
atau leblh, thiak mendapatkan pembaglan; (b) Penpggarap yang
sudah memiliki tanah gendlird seluas burang darl 1 hektar

mendapat pembaglan seluas tanah yang dikerjakan, tetap
jumlah tanal milik dan fanah yang dibagikan kepadanya it
tidak boleh mebebibil 1 hoklar; (¢} penggarap yang tdak memiliki
tanah sendiri, mendapal pembaglan seluas tanah vang
dikerjakan, tetapt tanab yang dibagikan kepadanya inl ti:ll:L!r.
boleh mulebibd 1 hektar () petand yang ergotong dalam prioriteit
b, d, e, dom [ Pasal 8 ayad (1), mendapal pembagian tanab seluas
schagai dibetapkan dalam huruf a, dan b tersebut diatas; (e) petani
yang terpolong dalam prioriteit . g b, dan i Pasal B ayat (1)
merlapat pembagian tanah untuk mencapal 0.5 heklar®,

Sementara itu, untuk di daerah-dacrah tidak padat dimaksudkan
dalam Undang-Undang No, 56 Prp Talun 1960, maka batas fuas |
lwktar sepertl tersebut padn huruf a, b, ¢ dan d serta luns 0.5 hektar
seperti terscbut pada hurud o ayat (1) pasal Ind dapat diperbesar oleh
panitia fandreform daerah tingkat 1T yang bersanghutan, dengan
mongingat s lanah yang leesedia untuk dibagi-bagikan dan fumlah
putani yang memerlukannya Pasal 10 ayat (2).

Mencermat dengan saksama ketentuan yang terdapat dalam I
Nomor 224 Tahun 1961 tersebul, sangat kdeal, Dalam arllan bahwa,
apabila PP 224 Ini dilaksanakan dengan baik, tidak akan ditemuban
lngi masyarakat yang tidak memiliki tanah, khususaya para petan

wany tidak mempunyal tanah, Halini discbabkan pemeriniah mash

sangal setengah hati untuk menerapkan aturan ini discbalbban
heberapa hal berikut ini

1. Pemilik tanah yang melampui batas adalab para penguasa
(i rokrasih i sendin, sehingga secara paikologis para aparal tadan
Pertanahan Nasional (BPN} lidak mampu melakukannya,

Data paca BN mengenal jumlah masyarakat yang memiliki fanah
melampaui batas dak ada,

ol
&

Sementara lu, pada tataran pelaksanaan fandrefore di tingkat
nasional {pusat) menuest lapoean Porum Keadllan, bahwa data sampad
baban Juni 1998 menunjukkan dard 1.397.167 hektar tanah objek
Lartdre e, bar didistribusilan 787 931 heldar {56.4%), lumiah penerima
tanaly resdistrbusi Limalhy adalah 1267 961 keluarga petani. Selelah
LA, mvataniva b separa b dan tanaly obpek fandeeform terselnit
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Suatu hal yang sangat membahagiakan kita, bahwa perhatian
Majelis 'ermusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap pelaksanaar
Landrefornt Ini mendapat pechatian yang serlus. Hal inf ditunjubkan
dengan dikeluarkannya Tap No. [X/MPR/2001 tentang Fembaraan
Agraria dan Pengelolnan Sumber Daya Alam, Tap ini memerlatahkan
kepada Presiden Republik Indonesia agar segera melaksanakan
program landeeform yang berkeadlan dengan memperhatikan kepe-
milikan tanah untuk rakyat (Pasal 5 ayat (1) poin (b). Dalam Tapini
jauh lebih maju lagl, dengan memerdntahkan kepada Prostden RI
untuk mengupayakan dengan sunpgguh-sungguh pembiayaan dalam
melabsanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-
konflik sumber daya agraria yang terjadi (Pasal 5 ayat (1) pain 1),

F. Gadal Tanah Pertanian

Fenomena yang berkembang di tengah-lengah masyarakal saal
Ini adalah masih terfadinya pelaksanann sistem gadai tanah versi
hukum adat. Dalam arlian bahwa pelaksanaannya tersebut tetap
mengacu kepada kepentingan orang yang mempunyai modal kuat
Hal ini terbukti terdapat di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabu-
paten Donggala terdapat suatu keblasaan masyarakat yang apabila
ditimpa sunlu peristiwa atau musibah, misalnya kematian kuluarga
dan sebagainya melakukan perbuatan hukum borupa menyerahkan
harta yang dimilikinya kepada orang yang mempunyai modal dengan
suatu perbuatan hukum berupa perjanjian di bawah tangan,
Petjanjian di bawah tangan tersebul lazim disebut dengan paja
(semacam gadal lanah),

Perjanjian berupa pafa yang sering teradi dilakukan dengan
miemberikin kepada pemiik modal berupa kelapa alau svalbs degan
perjanjian kalaw kelapa disepakat: berapa kali panjatan, sedangkan
kalau berupa sawah, makn disepakati berapa kall panen.

Pengaturan gadal tanah secara khusas telah datir dalam UL
I'rp 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Dalam
Fasal 7 dinyatakan bahwn:

“Harang slapa menpuasal tanah pertandan dengan hak gadal
yarg pada wakiu mulal berlakanya peraturan ini sudal berlang-
sung 7 tahum atau lebih wapb mengembaliban tanab o bepada
pemiliknya wakiu sebulan setelal tanamman yang sida slesa i
pramen, dhirgam bslak acka ak sk el ity a1 )"

| 4
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Ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas, sevard yurkdis formal Lelaky

ererbatalkan sisterm godai tanab yamg telah berjalan & daerah dacrah

ki hukum adat. Namun kenyataannya, = laksaiaan pada

yang nuema a berlaku, termasuk di

2 i hukum adat telap saj
:t:tr::l;;:r:ll:;ﬂ;gnln dansekitarnya. Padaawalnya gada .II| o ln: .:I.:
pertanion ind hanya diperuntukin lerhadap banuh p-.-::....‘..‘nl pu
tetapi diperjelas oleh dikeluarkannya Peraturan Mi_lm;m . l|.-l,.. ‘; :
Agraria No. Sk 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berla ::T” .
UU Prp 56 Tahun 1960 bagi tanaman keras, misalnya kelap




ISR Tata Guna Tanah
PRIEA:

A Dagar Hukum Tata Guna Tanah

;nd:mm filosofia keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria di
westn Hdak terlepas dard adanya keinginan pemerintaly untuk
melakukan penataan terhadap penggunaan dan penguasaan fanah
di bum| Indonesia inl, Untuk melakukan penataan h-ncl.‘ru.t,. di;tlurl:'rh

halitu dalam Pasal 14 ayat () ULTA yang dinyatakan sebagal berkut:

¢ *Dengan menglngat ketentuan-ketentuan dalam
i v Pasal 2

dan (3}, Pasal 9 ayal (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2} p-:r;“efﬁliz]:
dalam rangka sosiallsme Indonesln, membuat suatu rencana
:Lm&m mengenal persediaan, peruntukandan pengguenaan bumi,
o lan nuang angknsa serta kekayaan alam yang terkandung
didalameya: {a) untuk keperduan negara; (b) untuk keperluan
'F;l.‘l'|L'mfﬂr4ll dan keperfuan-keperluan sucl lolnnya, sesunl

engan dasar Ketuhanan Yang Maha Ess; (¢) untuk keperfian
pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudavaan dan
LibneLaln kesegahteram (d) untuk keperluan r|1-|.~||1p¢.'rl.rulnlum-hnn
produksl pertanian, peternakan, dan perlbannm serta ---1-:!.:”

dengan (o) untuk keperluan memperkembanghan indusin,

transmigrasi, dan pertambangan”

Heagky Kayame & Muriine Lakukus

Sefalan dengan ketentuan Pasal 14 ayai (1) LIUA O atas, sevara
operasional, pelaksanaan tala gruna tanah diserabkan kewenangimng
kepada pemerintah dacrah uituk melakukan peraturan lebih lanjul
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) terscbul, Hal inksesual
kotentuan dalam Pasal 14 ayat (23 UUPA dinyatakan bahwa:

wBerdasarkan rencana umum terscbut pada ayat (1) pasal ink

dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan,

pemerintah dacrah mengatur petsediaan, peruntukan dan

penggunann bumi, alr serla nuang angkasa untuk daerahnys,
sesuai dengan keadaan deerah masing-masing. Peraturan

merintah dacrah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
berlaku setotat mendapat pengesahan mengenal dacrah Hangwat

1 dari Preslden, doersh tingkat I darl Gubermur kepada doerah

yang bersangkutan dan daerah tingkal U can BupatiWalikota!

Kepala Daerah yang, bersanghkutan”™

Sejalan dengan ketentunn dalam Pasal 14 UUPA Tahun 1960 di

atas, dalam penjelasan umum angka Il poin B {defapan) dinyatakan
sebapai berikul,

“Akhirnya unluk mencapal apa yang menjadi cita-elta bangsa
dan nepara dl atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu
rencana (plaafng) mengenai peruntukan, penggundi dan
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagal
kepentingan hikdup rakyat dan negara: Reneana Umum (National
Planning) yang meliputl seluruh wilayah Indonesla, yang
kemudian diperinei menjadi rencana-rencand Khusus (regiosal
plenning) darl lap-tiap dacrah (1%asal 14). Denpan adanya phin-
ming Wl maka penggunann tanah dapat dilakukan secara
terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang
sobesar-besarnyn bagi negara dan rakyat”,

Mencenmatl penjelasan umum yang termuat dalam UUTA di atas,
maka keinginan pemerintah untuk mengatur percnicanaan,
peruntukan dan penggunaan b rhadap buml, aly, kekayaan alam yang
torkandung di dalamoya dan ruang angkasa merupakan sualy
kelnginan yang telah terealisas pada tahun 1992 dengan di-
undanpkannya UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Huang.
Unelang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 inl telah mengatur dengan
rincl mengenal taka ruang nasional, tata ruang dacrah provinsl, dan
Lata miang daerah kabupaten/kotn,



Hukum Agraria
Selanjutnya dalam kaitannya de

sebagai berikul:

“Pasal Inl mengatur soal persncanaan, peruntukan dan
penggunaan buml, alr dan ruang angkasa sebagai yang lolah
dikemukakan dalim penjelusan umum (11 angka B), Menglnga
akan cornk perckonamian negara di kemudian hard dimana
industri dan pertambangan akan mempunyal peranan yang
prenting, maka di samping perencanaan winluk perankin perly
diperhatikan pula keperlusn untudk industrl dan perlambangan
(ayat (1) buruf o dan o). Perencanaan ita tdak saja bermaksyd
menyedlakan tanah untuk pertanian, petemakan, perikanan,
industrl dan pertambangan, letapd juga dltujukan untuk
memajukannya, Pengesalian peraiuran pemerintah daerah hams
dilakukan dalam rangka rencang umum vang dibuat aleh
pemerintah pusat dan sesuai dengan kebilksanaan pusat”

Berkallan dengan ketentuan Pasal 14 UUPA, pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai srgaburan pelaksanaan
ketentuan Pasal 14 UUPA tersebut, misalnya Carie-Caris Besar [Haluan
Megara (GHINY Dalam GBHN 1958 felal dipertajam mengenai
masalah tata guna tanah dan tata ruang dengan merinei bldang
tertentu yang memiliki kaitan dengan pengpunoan tanah, yailu
Bldang pertanian, dinyatakan sebagad berikut:

“Pembangunan pertanian perlu did ukung oleh tata ruang dan
tata guna lanah sehingpa penggunaan, penguasann, pemilikan,
dan pengallhan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan
kedancaran usaha perlanian serta benar-benar S50 Jdengan asas
adil dan merata. Pembatgunan pertanian harus mem anfaatkan
secara efislensd sumber divva yang ada yang da pat dikembanghkan
wetta harus morupakan usaha terpadu saling menunjang demgan
pembangunan di scktor lain terutama pembangunan industed,
pembangunan daerah dan pedesann, transmigrasi
memellhara kelestarion kem
lngkungannya®,

Birha wpuiya
ampuan sumber dava dan

Teta guna tanah merupakan suatu kemsep yang berkaitan dengun
penataan tanah secars maksimal, sebab kastvsep tata puina lanah selaln
menpgalure mengenai p.'r:;udlnnn_ Pengeunaan TL'J'I‘I..!1!|1F1 Ewarmi, air clan
fuang angkasa, fuga terhadap tanggunglawab pemelilharaan tamah,
twrmasuk i dalamnya monjaga keauburannva Mal i

sesu il
keentuan Pasal 15 00 PA dhivyataban sebapa b b

ngan penjelasan wmum poin 2
angka B di atas, maka dalam penjelasan Pasal 14 UUPA dinyatakan

Hewghy Kayawe & Muslin Lobaban

"Wemehis serla men-
ara tanah, fermiasuk menambab kesuburannya .
cepah Lcr:::nl-;nnn}'n adatal kewajiban Hap-tap orang Ih:u;!.a.:
I11T':.]un -'lL1lII Instansd yang nunnFl.m_'l'.lll.hLlI.mnEan ImI-.urIn]-;;-:Ljh:.a_
\anah ity, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi e .
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUPA di atas, secara hlﬂ_-i::
setiap orang atan badan hukum alau instansl pemerintah .‘Li.:;u :-u-d ‘;‘
yang memiliki tainah mempunyai kEWﬂiEh{InunP.I!h me rrn:ljl 11 :a .:_h
mencegah tanah torsebut darl kerusakannya. Bala kl::lﬂij :ﬂh.f:u,-:.
i - epada setlnp orang, badan
asal ini memberl konsekuensl kepa ng ;
Eﬂnh"ISLﬂﬂ_ﬂi pemnetnfah maupun swasta yang apabila tidak n‘m:?;u:lr.:
balk-baik tanah yang dihaklnya tersebul, akan berdampak pad:
Ry kum (apgraria).

weradinya pelanpgaran hu '
Sejalan dengan ketentuan yang mengatur nu..-np_:en!al. pe?:::f

unnan tanah di atas, maka ke depan -.ler]'llukﬂ.n L|u1~‘ullr.-lr-I ;,-.

; natagunaan tanah agar tidak menimbulkan konflik kepen f' !

ﬁd;]umnp \entieut Micke Komar Kantaatmadja 1994: 11 H}Irlu‘ ain
i (LEEY : 2

ada aspek-aspek tujuan penataan ruang, pennlagunaan t'l:m;:1 }I-:m

IF‘L\ILIH mengacy pada kebijaksanaan dasar mengenal p-.l-rtm _,;-.

ang terkandung dalam ULPA dan undanpg-undang :1 n ]:”,-,f:

erﬂhn dengan penggunaan tanah. Dasar-dpsar penatagun
L1 i ¥

tanah tersebut adalah:

1. Kewenangan untuk mengatur persediaan, pcruntuk::: dan
penggunaan tanah, serta pemeliharannya adn pada negara. )

2. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hnhun:;

1 u-.eng_gumkmntnn.n.hymgbursungkuummtukkepm:[ngany g
langsung berhubungan dengan penggunaan tan ah itu. .

3, Kewenangan pemegang hak atas tanab untuk mengguna ..1:1
tanah tereebut dibatasi oleh ketentuan bahwa hak atas tana
berlangst sosial,

i Perlunya perlindungan terhadop pihak ekonomi lemah dalam

tanah.
pruses penatagunaan ‘ :
5, Penatagunaan tanah tidak dapat dipisahkan dan pengaturan
I ilikan tanah,
penguasaandan pemi _
b Penggunaan tanah, di samping sebapai S.I.I-bﬁi!"-tl.‘l:li penatagunanm
| u|.|1|p' jupa meripakan subsistom dan sistem pembangunarn,
o




Huksow Agraria

/. Karena sifatnya multidimensl (dimenal fisik, ekonomi, sosfal,
polltik, hankam), dan multisektor, maka penatagunasn tanah
dalam praktiknya harus diselenggarakan seeara koordInatif

8. Penatogunaan lanah harus mampu menyediakan tanah bagi
semua kegiatan pembangunan yang sifatnya dinamis, karena itu
penatagunaan tanah bersifat dinamis dan sibemetik,

% Penyelenggaraan penatagunsan tanah merupakan lugas

pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah bendasarkan
dekonsenteast atau medebeoind,

Salah satu sasaran yang ingln dicapai dari pelaksanaan tata guna
tanah adalah tenadinya penataon penggunaan tansh vang lerdapat
di perkotaan dan perdesaan sehingga akan muncul suaty konsep
penataan tanah yang baik serta serasi dengan aspek lingkungan
Koensep vang dimoksudkan untuk menata penggunaan tanah di
perkotain dan di perdesann lazim disebut *Konsolidasi Tanah®.

« B. Konsolldasi Tapah

Tanah sebagal karunia Tuhan Yang Mahn Kuasa meripakan
anugerah yang tidak dapat disla-siakan, scbab tanah mem punyai
arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Tanah sebagal
amanah dari Allah SWT. Perlu mendapat porhatian vang khusus,
Karena tanah di samplng sebagal sumber mata pencarian, menpakan
sumber kehidupan manusia, Hal inl sesuad ketentuan dalam Al-qur'an
bahwa manusia itu diciptakan dadl tanah, Oleh karena itu, dalam
konsep agama, khususnya agama lslam, tanah merupakan amanah
yang harus dijaga baik-baik,

¥ Dalam diktum Peraturan Kupala Badan Perlanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dinyatakan bahwa
tanah sebayai kekayaan bangsa Indonesla harus dimanfaatkan unituk
sebesar-bosar kemakmuran rakyat, Uniuk meneapai pemanlaatan
lersebul, perlu dilakukan konsalidasi tanah sebagai upaya untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan tanah seria
menyelaraskan kepentingan individu dengan Mupgsd sosial tanal
dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Semuntara it socara
yuridis, pengertian konsolidasi tanah adalab kebijaksanaan prer-
tanahan mengenai penatoan kembal| P dan pen g
tamaly serla usaha penpadaan tanah antub I-1-|-n|lm,-_.u| [H1Iw

Hemghy Kapaoe & Mutiiee labutun

ngkatkan kualitas lingkungan dan

tuk ment
bangunan, Wnis FIZl aalam dengan melibatkan partisipas

smeliharaan sumber day
akti masyarakat. _
" Bertitik tolak dari pengertian secara yuridis te rsebut, H. Idham

(2004 25) menpemukakan dard pengertion 1,.-|1|m{i.4 dlkntm ':;111::
dlidentifikasdlkan beberapa elemen substansial dan konsolidas

tanah, yaihu: .
1. konsolidasl tanah merupakan kebijakan pertanaban;

7. konsolidasl tanah berislkan penatann kemball penguasaan,
penggunaan dan usaha pengadaan taniah; -

3. konsolidast tanah bertujuan untuk Lupn:nli.n;.-,.-.n wmb: ::r,ru.l w.;
meningkatkan kualitas lnghkungan pemeliharaan sum

alam; _ .
4. konsolidash tanah harus dilakukan dengan medibatkan partisipast

aktif masyarakat.
/1, Tujuan, Sasaran, dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Melihat fenomena di setiap perkotann dan p-:rdeju;n;:a.:
e B . Kooy e ik ma
» fidak ditata dengan baik, kare ari i
:4.:::1:|14II¥:!::1.;,1.1dn kondisi tersebut, Menangkap 'I-_-r];xdlré{:n :;:I EZ:!_:E
demikian, maka pemenintah mengeluarkan Peraturan l[:nl .1 scups
Pertanahan Nastonal Nomoe 4 Tahun 1591 tentong I{my: :|.5 i
Dalam Pasal 1 PP Nomoe 4 Talwn 1991 dinyalokan bahwa .1 e
» *Konsolidasi tanah adalah kebljaksanaan perlonahan Egﬁ‘n%?ﬁ‘
penataan kembali penguasaan dan pqngﬂuuaan l._m.:n sorla
Li:..;i_li:'pcrignu."ln.nu'1Im.11-.u||1lut|ic.:1-§;11nl:;nf:n FE:-::LHT;::; L
meningka litas Lingkunga 1eliharasn sum
ﬂ.wa nhn:iil:ﬁ;‘al: r::_-:i-t]:'-arim_ partisipasi aklif masyarakal”.

Berkaitan dengan pengertian koasolidasl lanah di ﬂtn!ti. tuJ:;:
konsolidasi tanah adalah untuk mcm.jnp.ﬂ pu:mnnli nfan |.|-'l|'|-:| \ -:, L
upllmalm-ElaluipEI‘Iingkﬂl;lnﬂﬂ5|Fl‘L'ﬂdﬂnprﬂllkii;:ﬂﬁlpt;%:;ﬂmn“
tanah, Cleh karena by, sasaran yang ingin dicapal dari. 20 ‘“b
tanah adalah terwujudnya suaty tatanan penguasian P
guipann tanah yang tertib dan teeatur (Pasal 2). oo

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan MNodjon:

_ | 1 B i '|'|.l|l1l
L1 s, o Alel it ll'll .lll- il. Ll h “]l I“'Il I- 1"“ 1amn I-'Il. L]




Hubwer .-'i:{m"'d-

!F.d: ran Kepala Badan Pertanahan Nasions
"etunjuk Pelaksanaan Konsalidas Tona

Pelunjuk tersebut dinyatakan bahwa;

"Peningk
sua::J 'E:‘.'::i: }1“"3' 1:femlklan I mengarah kepada tercapalnya
dan leraly .-,;_‘I” gRUnaan dan penguasaan tanah yane | ’
wilavah- GJh saran kinsolidasi tanah terutama d[hl.lr?uh.ab o
l-'l"ili_lﬁqh ;n:.':;ﬂ w!l.q:l-ﬂﬂ.ﬂi berikouie: {-” Wilayah Purl;n'a,:nFﬂrdn
tumbuh presal HT'Z";E::TI;!;: {IITI.'F W';Ifh]'ih pemukiman 1"“4';]];
] il « LC) Wl liyraly Pl.'ll||_|k|n-|
e e e
ook et / E:J wilayah yang relalif kosong di brip,l:EL i IIlﬂm-I
Pﬁwﬁm’g" jl';ﬂ:"lt[:h;: I'?rtlﬂn berkembang nubuﬂaﬂl :ﬁ-::lr:
¥ ¥ e3aan; |
dapat me {lap wilayah van ' .
H;il?hu:lﬂ?fmhh Pengairan tetapi t'u.-l.mftm;.,_ff; mﬂml
¢ (b) wilayah yang faringan Irigasinga telah tersed s g |
pPeman Fn'“'“ﬂ-ﬂ}"i b"-"!l.lln merala: {L*J l!.f#” }: telaly Lorsedd 1 Iq:-l‘.]p]
= ¥ a5 4 a
iLaI:;“F baik maupun masth peclu dnuf:r_ia:éd;i::“r:m“’“'ﬂ"
gan jalm-. vang memadai® Pengadaan

Sejalan dengan poin 2 Surat Petunjuk Kepala Badan Perta nah
i ¥ an

! No. 410-4245/1991 tents ng

h i :

selurub Kakanwil Pertanalan di InnIM¢1f:dn!§1f;::Il:?: :ESIMIL‘
e uiFal

Flemghy Kayame & Mariin lsbwbax

semetaan pengrunaan tanah; (k) pemibuaton blok

topografi dan
bir doseain tata ruang: (nv}

plandpra-d eaatin 1ata ruang; (1) pembua
musyawarah rencana penataan kapling barw; (n) pelepasan hak

oleh pemilik {anah; (o) pencgasan bokasl sebagal tanah objek
konsolidasi tanah; (p) stakingfrealokasl; (q) kanstruksi/
pembentukan prasarand umum dan laln-laln; (r) redistribust
tanal/penerbitan SK pemberian hak; {s) sorlliikat™

an dengan pelaksanaan konsolidasi
naan tanah, tetopl juga
dang-bidang tanah

Keglatan yany berhubuny
tanah diarahkan pada tertibnya penggu

diaralikan untuk melakukan penataan kemball bi
torsebut, Hal inl sesual ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Naslonal sebagal berlkut:

“Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus
menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fastlilns
vmum dilaksanakan pengaturan penguasaan dan penatagLinash
tanah datam bentuk koasolidasl tanah di wilayah perkotaan dan
di pedesaan (pyat (1)) Kegiatan konsolidash tanah mellputi
penataan kemball bidang-bidang tanah termas uk luk atas tanah
dan alay penggunaan tanahnya dengan dilengkapt prasarana

jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan alau serta fasilltas
n dengan melibatkan

Nasional tersebut, m
,» maka !
fiyatakan bahwa ]-nun{j.ljﬂgﬂ::?mmlﬁ d':;"k ketentuan tersebut dj- penunjang lalnnya yang diperluka
PUtl kegiatan sebagai berikuy; pariisipasi pemilik tanah dan atau penggarap lain®

“t1) Kenaglidasi Tanah e
rhotaan mellputi:
et (a) pasi bkt Pelaksanaan konsolidasi tanah di suatu dagrah tetap ditentukan

selempat, misalnya Bupat i/Walikota di mana letak

mﬁ;iﬁﬁht::ajfﬂﬁﬂmdm kesepakatan; (d) penetapan lokas|

pengajuan daftar u,uf: Sf'”' Kepiitusan Bupati Wallkota; o) oleh pemerintah
Identifikas] subjek dan m:j'-;:ﬂ:-lm keglatan korsalidast 1anal; tanih yang akan dikonsolidas| lersebut, Namun demikian, dalam
keliling: (h) pengukiran dan p {'ELP““E”k“fﬂl dan pemetasn penentuan wilayah konselidasi tanah tersebut, tolap mengacy pada
topografi dan pemetaan p{-ngm;ﬂ::n rr"’f“"ﬂ' () pengukuran pendtaan ruang deerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam
plandpra-desaln tata ruaing; (k) pcmhnu:rj:\:h._lfm pembuatan blok pelaksanaan konsolidast tanah ind, juga diperlukon persctujuan dari
:‘Eig:::rﬂkfhmr"ﬁ nencana penataan L;;:;;:"’h::-:‘ifﬂ; pemilik atau F-ILEH;.r.q}-1.m.1h}r.1nglmrr.mgkul:-n,nl.'uhiln rnah yang
tanah sebagai nl-fa{-l.‘rf ‘-‘:;:—;h vich para peserta; (n) pmcé_d!:‘“ bersanpkutan adalah tanah yang di dalam penguasaan masgya rakat.
{p) konstruksi -"J‘rlllbn'rnL?ﬁI;.l:”blm” o) staking ot frealokasi: Ketentuan ind sequnl Pasal 4 dinyatnkan bahwa:

redistribusi tanalypenerbitan 5;‘“" rm“.”-' dan laln-lain; ) nLakasl konsolldaai tanah ditetapkan oleh Bupali/Walikota

(2} Konsolidasi Tanah di Medesaan H:Enbman haks (1) sertifikat dengan mengacy kepada rencana tats ruang dan rencana
lorkaasd; () penyuluhan; o) '.,mhh:ﬁ'dr‘?“""'Dril:"-"lf-":'rl‘rnli.lm.\n pembangunan dacrah. Konsolldast tanah dapal dilakeanakan
lokasd dengan ﬁllrd!l-.'n‘pum:.:.;-. .m'u:t 1.u-!1.1L1:qu (il penectapan apabila sekuranp-kurangnya H3% dari pemllik tanaby yang
mibjek dan objek: pengajuan da!"“m"“““"'l-' {e) derstifibasi sy meliput] sekurang-hurangngs 85% dard Juas seurh arval
konsolidasi tinah; (g) sedeksl cak 'IJH:::':Ji:::I:Ir“ :”'l ana keglatan banalt yang akan dikonsolidast menyatakan perseluuannya”,

a4 8% () penyyikurany s rmath ketenbuan Pasal 4 b atas, wajar kalaw suatu tanah

Premetan bapling: (i) [ERETHT
o By e b, 6 i b
- yang dikinsal el masyarakal komudian akan dijadikan oyek




Huduw Asgriria

konsolidasi mendn pat
masyarakat yang men

mencegah terjadinya kesalahpabaman hukum di kemudian hari,
Sementara ity, pelaksanaan konsolid

sektoral, sehingga diperlukan organisnsi sebagal pelaksana

operasionalnya, Dalam angkna 4 surat petunjuk Kepala Badan
Pertanahan Nastonal dinyatakan bahwa:

“Karena konsolidasi tanah memerlukan koordinaal lintas
sekloral sejak Perencanasn hingga pelaksansannya, naka
dibentuk tim pengendatian konsolidasi binah dj Hng st provinsg

dan tim koordinasi serta satupn tugas pelaksanaan konsolidasi
tanah di tinghat kabupaten/koa®,

& Sumbangan Tanah untuk Pembangunan

sumbangan tanah untuk pembangiunan dalam rangka

keasolldasi tanal ditakukan oleh para pemilil tanah sesunl dengan
h-numpunnnj-a.,. balk dalam beniuk tamak nlﬁﬁ:r:u_n':hlnm bentuk
uang. Penetapan besarnya sumbangan lorsebut didasarkan
musyawnial antara pemitik tanah o sendin. Hal inf sesual ketentuan
dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional {BPN)
yang dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka pelaksanaan penalaan penguasian dan pong.
sunsan tanah objek konsolidasi lanah, Pama peserta menyverahbkan
tanahnya sebagal sumbangan tanah untuk Prembangunan yang

akan digunakan untuk pembangunan prasacana jalan dan [ETHTT
nmum lainnya dan pombisyaan pelaksinaan konsodidasi tanaly
{ayal (1)), Besarnya sum bangan tanah untuk pembangunan di.
tetapkan berdasarkan kesepak

atan, bemsama peserta konsalidas]
fanah dengan tetap mengacy kepada tata ruang daerah {ayat

(2)). Peserta yang porsi] tanahnya lerlalu keell sehingea tklak
mungkin menyerahkan schagian lanahnya schapga =umbangn
tanth untuk pembnngunan dapat menggant eumbangan
tersebut dengan bent k nang atau bentuk lalnnyg yarg disetujy
Bersama oleh para peseria konsolidas tanah”

Ketentuan Pasal 6.di ajas, ditindaklanjuti oleth surat etk
Kepala Badan Pertanahan Nasional N, A10-0248 tanggal 7 Dol
1991, Dalam surat

petunjuk tersebut, dinvatakan dalam angka b poin
I dinyatakan bahwa:

perselujuan sekurang-kurangnya 83% dari
Fuasainya tersebut, Hal ini diennkeyd untik

asd tanah meliba tkan instans:

Heagky Kityame " Mislire Labubun

al
St «rta korzolid psi tanah dikenakan surnhﬂm: 1*::}*1‘
ua“'lzppiﬁ_‘ NEunan yong l\tﬂlnj;;: dltﬂ:mﬂ:ﬂ; tanah yang
s ah. Peser _ .
e ik g i
ﬂ:ﬁhﬂngan tanah untuk hiu:n:-::ﬁ}lg::;::ﬁm :::._. ﬂ‘.:mh
rary Lorpebod dalom benfu v : -
Tﬂﬂ“’rﬁ'ﬁiﬁa tenaga kerja yang dapat dinilai dengan vang
i ' ; .,
sejalan denpan ketentuan dalam surat petunjuk Eﬂi"“"‘::::;:
ar L : i ram ke
l'nrtﬂ':mn Naslonal di atos, maka penggunaan sum ;;:T_:s“mm
tuk pembangunan adalah (a} untuk prasarana }ﬂm"'; (TPBI) atau
ﬂ.-m T{:}ﬂubngai tanah pengganti blaya pelaksanaa ol Tt
Surf.}l uivalent Land (CEL). Oleh karena ity, dalam p-:nf; :
L-n'; ?mii'blarapéhhnnam dilakukan dengan tujuan: o
i h penggantl biaya pelaksanaan adalah ’*“‘“b““h'mm s
i an:a; -;Efmta i i,innp,ﬂ dak digunakan untuk prasarar
uniu '
dan fasilitas umum lainnya. s
Tanah penpganti biaya pelaksanaan dlu:rnhkrlln Fl"nlﬁl*.l:?ufnkﬂri';
hl lfm.;f E:rta konsolidasi tanah yang memiliki LEP nhmr.n':
a:ﬂp: l‘vf;:':i“ piuakcIninnyn. cIEN ﬁllnhﬂ}r::inluf:?nﬁrknn
i Et‘“]—" : e
ny dengan jumlah yang spyerahan
e pi:::ﬂ:]pura peserta konselidasl tanah, Dalam F'L“:';' r'i o=
i [':'I.':I'l tanah it peserta konselidast tanah yang k“}’nu:g‘:‘;h
Eg:ﬁr;cbu{, diprioritaskan. J"L'n}'erlnh-l‘nl'l P"}':Eﬁ:’::;uhm aiak
komsolidasl Tama .
seeanth blnya ],H:I.‘li:'-a e berikan
E-E“ﬁ?a I‘-'.J:|1tnryl‘vrtm-‘-hﬂ“ Kabupaten/Kala dengan mem
'%ui-; Izin Menggunakan Tanah (SIMT).

P Al

Mencermatl dengan sunguih-sunggul lurlm-lﬂEcl“_[;‘: EE:;I.I‘&::
Lonsolidasi tanah yang diutur dalam E"umtl.:ln:inkhﬁi-utl g
B Mastonal di atas yang kemudian Lt ‘ortanahan
e 11 aurat petunjuk oleh Kepala Badan Pertin La
._1.I.I\:u|unl:'.-m:r}: skan suatu kebijakan yang palut II'I'IT_I'l-'ﬂ';f-":1 "ﬂ_
i I::II-n-l F|::m1mrint.1h dan masyarakal, Sebab tida .1: T:n
tiil!‘-"“ﬁ"'f 1 :hwn kesemraonban yang lerjadidikola-kota i'Lm‘HI- l:]:,:u
"”W"HLIH : ik bial ...I.uri tidak adanya suatu penatnan lwnj-,lb:u‘r -]-“E
i ||1u1!rr-.un.ln “Iﬂ;‘tﬂ-ﬂﬂh vany terdapat di sualu Yola lerse |.LI : -
w"}?ﬂm““ 2 il walu s pemerintah kurany, prerhatian bor hl!Ili
i l::l:ﬂ:iqIll:.:.tl.:I|-Iiu'1|r_l.*m|..|.l|l gy fersa kel elbsied Dalon incasyarak s
i! INLAT ’ 1
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pelum mengert bagalmana meng 1 : '
terhadap tanah }'.:1.5 tidak t-r.-a-au::rl.l::l ::i'i:;};“t" I
” "

i li.lnmlc men[-uw.sbkeh:lnkmml}rrnn mengenal tanah yang terdapat

dl!xﬂ:w:ﬂpﬂrkn!mn dan di wilayah pedesaan tersebut. adﬂI!:h

v m:::]. tr::::-'llbd engan konsisten terhadap pelaksanaan konsoll-
i subul, Sc-hn_b pendekatan yang dilakukan adalah

pendekatan partisipasi dari masyarakal, dengan cara mencari solusi

yang terbaik lerhadap penataa
n, FLr
di wilayahnya masing-masing, penggunaan tanah yang terdapat

4 C, Tala Ruang

D :

e :,l.ﬂnllr; diktum pertimbangan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang,

i b,_" uang dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam

i;n% h:'a.nel-cﬂ ragam di daratan, di lautan dan di udara .Pélrlu

'm;:mugul.,.h ::c:ru :.rl-cdmmjinn.-d dan lerpadu dengan 5um'Ln:r daya
n sumber daya buatan dalam paola

1 . . pembangunan yang
‘E:;I:Lh*::;np:t.:nﬁqnﬁm mengembangkan tata ruang dalam sinl:ﬁ

ltuan tata lingkungan yang dinamis seria .

. . . tetap memeliha
::Len;mnhrnmnmpuan lingkungan hidup sesuai dongan punT
n H rwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasa
Nusantara dan Ketahanan Nasional. o ST
N“::::r;:nrdm son diktum pertimbangan yang termuat dalam UL
H&E’"[_E“ﬂuﬂﬁ?yﬂ?ﬂﬁ Garis-Garis Besar Haluan Negara
Hmmeknp an bahwa pembangunan tldak hanya menge|ar
il rowiran Labiriah ataupun kepuasan batiniah, akan letapi ju

J:Jr mbangan antara keduanya, Oleh karena itu, ruan B hai:.r,i Efl
manfaatkan secarn serasi, selaras, dan sel . -

. 5 dan seimbang dalam pemt
yany berkelanjulan, Wila ; i il
. Wilayah Negara Republik Indoncsia

sia adalah

ﬁ:-:l::.h wilayah negara meliputi daratan, lautan dan uda:la
|‘“-,,,;|,1; hmrkanu pem:urnn perundang-undangan yang berlaku, termasuk
R Im:m i sekitarnya, di mana Republik Indones s memiliki
hak be ;E;Eﬂu at r::inu kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan
i Fmi rrikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1952 tentan £ Hukum,
K ,-.;!. sl salnh satw sumber daya alam tidaklah mengenal batad

" m}rln ]:, _.r";h.m letapl, kalau ruang dikaitkan dengan peraturann .1
slah jelas batas-batas, fungsl, dan sistemnva dalam saly m-,.nufn'

Fenghy Kayawre Aurlion |aibuiliin

Sejalan dengan diktum pertimbangan UL fvomar S b T

di atas, penataan ruang sbagal aumber daya alam pedi peigatin e

yang lebih baik lagh Hal ini sesunl dengan pendapat yang dibvin

kakan oleh Menterl Negara Percncanaan Pembangunan Nasional!

Ketun DAPPENAS, pada Forum Strategis Kedlrgantaraan di Jakarta

10 Agustus 1993 bahwa terdapat beberapa hal yang mendesak

diperlukannya penataan ruang, antara lain:

1. Ruang (daratan, laut, dan udara) yang dapat dibunl adalah
worbatas, sementara itu kebuluhan akan ruang semakin mes
ningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan kreatlvitasnya.
Hal inl menuntut pola pengpgunaan ruang yang elislen, roang
yany sedikit dapal digunakan untuk mewadahi sebanyak

mungkin keglatan.

2 Dalam suatu wilayah terdapat berbagal potensl, balk karena

aupun karena

adonya sumber daya alam dan sumber daya buatan m
kan sebaik-

loknsi itu sendiri; potensi-potensi itu perlu diguna
balknya untuk mencapan tujuaan pembangunan.

3. Pereebaran sumber daya alam tidak sepenubnya sejalan dengan

persebaran marnusia, sumber-sumber air, misalnya, sungai

dibutuhkan penduduk, namun banyak daeralfpermukiman yang
sangal kekurangan air.

4. Kuaitas ruang perlu ditingkatkan; karena kuglatan mantisia yang
tidak terkendali akan membual kerusakan pada lingkungan,
VAR SUCara teris menerus membuat merosotnya kualltas

lingkungan hidup.

5. Keselmbangan antar wilaya
utama pembangunan; pada keny
itu lerjadi dan dapat berl ambah tajam jika tidak dilakuban usaha-
sealia untuk mengatasinya, Kemiskinan antara lain adalah akibat
darl ketidakseimbangan pembangunan dun pengembangian

potensi antar wilnyah.
6 Datam wilayah suatu negara terdopat daerah-dacrah rawan yang
dapat mengancam keutuhan nigara, misaliya rawan techadap
p pengacau keamanan dlan bahkan

penyelundupan, mwan terhada
rawan terhadap sorhuan negara asing schingn semua daerahi ity

|-|~4||u||.|u-r'||.1lll-.||| s ar hhinsain,

b telah menjadi salah satu bujuan
ataannya perbedaan kemajuan




% I Lq~|i.1|-m.u|y, bairhak el abu rone

Ifi&yﬂ- i";.ﬂf-l'ﬁ"d"

e i
&:’;;ml\?h tinggl tingkat kemajuan suaty masyarakal, bertambal
ar o | ,
i In]:mmw;aﬁanhmdn aspek ketertiban, keamanan dan kolnd :||1an.:
nuntul penggunaan ruang yang Jebih darl seka
Penggunaan secarn efisien, i

E- H I i i }|
L i

dara

hchldt:m padahal ruang yang dapat dimanfaatkan untuk
| pan manusia tidak terbatas pada ruang darats

fuga ruang lautan dan ruang udara, g = ik

ng‘ir:ﬂt;:i:: 1;].::-: belerapa hal yang disinggung oleh Menieri
B i o ﬂkn u;:b:_mf-:mun di atas, maka berbicara mengenai
Menunut Daud § an bersinggungan langsung dengan tata ruang

aud Silalahi (1996: 98), tata ruang berarli susunan nmnl;;l

Yang teratur, Dalam kata terator fercakup pengertian seras d
[ an

sederhan, ;
p,-,d; “::1-,:::hj|n”ﬂ mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena ity
lhasill 4 : dan r'r.lmr:lnnnm- Sualu tala ruang vang baik do '
ran D:T a1t kegiatan menata ruang yang baik disebut tPJ[
(] 4 % [} -, - “TaLag
B LA am pengertian fni, penataan ruang fendinl dari N EL‘F.I 1nl :':
¥ ilbe

L t 114 . I
4

Pengendallan tata ruang, ruang, dan

1, Asasdan Tujuan Penataan Ruang

D.rnl.\m UL Nomaor 24 Tahun 1992 tentang Tat i
Eﬁm:ﬂ .;,i T:;:-.I:'I.:lr:f:rju;uenidaI-Ed_i.a-dalmnn}'n p-:mﬁ Mnunf?nlngl‘;:;?; r:::
it an penataan reang dapat dilihat ;ul;n;.:.\l berlkut:
herd;.}-;éul:-:; Ll;angﬁb:g[_mman kepentingan secara terpaduy
e a dan berhasil guna, serasi, selaras, suimbang, :Inr:
itan,

Wb Kete X
elerbukaan, persamaan, keadilan, dan petlindungan hukum,

Den .
hal Ini I'-.?;E lr::nﬁm-m pacla anas dan tufuan dan penataan miang, minka
Biiic e mlqu 41 :'li;?:‘.‘..rkl' i:j-ll'.: tan kewajiban Penataan niang tt':‘*»-t'hul:
g an, an ke sa . . ]
dinyatakan scbapai berikut: ewafiban terhadap penataan rany
it} hl-H-'li‘.l orang berhak menikimat

imanfaal ru
wilambah: anp. lermasuk
¥ bahan nilai m"'“H““"l—‘ﬂ:llﬂL '

ibat penataan mang

Al lala Fulaiije, IH-|]'\-|.'r i

it r.nlnr-ml.'h'ln ]
L T LN T RRTTRT T
A e s pvpeerdall
T lul.-ll.lluulj.'.

Henghky Kapome & Muslin Lobubue

¢} Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dlalami-
nya scbhagai aklbat pelaksanaan keglatan pembangunan yang

sesual dengan rencana taka ruang.

Sejalan dengan asas dan tujuan penataan ruang di atas, maka
tujuarn penataan ruing tersebut berkaitan pula dengan perencanian
tata ruang, Perencanaan tala ruang mern pakan kegiatan menentukan
rencana lokash berbagal keglalan dalam ruang agar mmenihi
berbagal kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya
alam yang tersedia, Kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya alam

akan mempersoalkan cara pengambilannya darl alam (cksplorasi,
eksplolinsl, dan sebagainya). Oleh karenaitu, dalam perencannan tata
ruang menurut UL Nomor 24 Tahun 1992 ditentukan dengan
melakukan pertimbangan scbagal berikut.

K espimbangan, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budl daya,
fungsi lindung, dimensi waktu, leknologl, soinl budaya, serta
fungsi pertahanan keamanan,

b, Aspek pengelolaan secara teepadu be rhagal sumber daya, fungsi,

dan estetika lingkungan serta kualitas reang,

T

Menurut Daud Slalahi, perkembangan penataan ruang kir depan
akan bersinggungan dengan berbagal kepentingan, hal ini dapat
diuraikan scbagal berlkut,

{1, Hukum tata ruang Indonesia sebagai produk durd suatu konsep

pembangunan naslonal yang didagarkan pada perencanaan
keglatan, di dalamnyn mengandung asasdan kaldah perencanaan
(planning law). Pengaruh pembangunan yang berencana terhadap
penatnan niang barulah dirasakon secara mendasar sejak Lahun
1970-an. Kaldah hukum perencansan mempengaruhi pulabusum
tata ruang Indonedla,

3 Plukum tata ruang schagal baghan dari pembang
varkait secara mendasar dengan penyediaan tanah, baik scbagai
ternpat kegiatan {smarttal law) terutama di kota (urban) maupun
tempal sumber daya alam (natral resources) terutama di desa
(rural}, baik hayall {pertanian dan kehutanan) maupun not
havali (mineral dan sebagainya). Perkembangan {nt dapat dillbat

aturan portanahan sojak tatwan 1970-an dalam ber-

unan naslonnl

latam i
Pragii e iapugunaan dhian |u-mnhlb annya Lahimya ko bt
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property rights, sovereign rights, dan yurisdiksl yang melampaui batas
normal merupakan contoh perkembangan banu,

3. Perkembangan konsep-konsep lingkungan vang beesifal ekologls
terhadap pemanfaatan ruang dan kekayaan alam vang ada i
dalamnya menampilkan suatu pendekatan ekosistom atau hodistik
Dalam pengertian ind, tidak ada satu keglatan dalam pembangunan
yangdapat kepas dar kegiatan atau pengaruh sektor laln, Hal ing
mengharuskan kita melakukan analisis yang bersifat kompre
henslf terhadap setlap masalah yang dibadapi fecodogy faz),

v 4 Darl sudul instllusl, kegiatan yang saling terkait secara lintas
sektoral, teradinya tumpang-lindib kegiatan, dan makln potensial-
nya konflik wewenang dan kepentingan mengharuskan sistem
insttusi dengan keterpaduan sebagai cin utamanyva. Dalam perkem
bangan i hukum tata rusng menghendaki asas-asas hukum
antar wewenangagar jelas slapa, melabuban apa, dan katdal hukum
apa yang harus berlaku apabila terjadi konflik antar instansi.

"5, Hukum tata ruang yang berbentuk dalem rangka pelaksanaan

pembangunan, yang sifatnya mendesak dan terbatas pacla bentuk
keputusan lalah keputusan bersama (SKB). Agar hal inl dapat
berkembang menjadi asas dan kaidah hukum yang kuat bag

pembangunan, perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang
yang bersifat mendasar dan menyeluruh,

{ b Perkembangan hukum tata ruang Indonesla tidak dapat
dilepaskan darl pengaruh disiplin ilmu laln, seperti planologl,
hidrelogl, topograli, ekologf, dan ekonomi. Hal Ini berkembang
berdasarkan UL Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,

2, Pembinaan Tata Ruang

Pemerintah sebagal organisasi masyarakat yang memiliki Wwjuan
untuk mellndungi bangsa dan memalukan kesejahteraan masyarakat
serta menegakkan hukum, dalam rangka memantapkan pelaksanaan

penataan ruang, melakukan pembinaan dengan melakukan keglatan
sebagai berikul.
“ 1. Mengumumban dan menyebarluoskan rencana tala ruang kepada
masyarakat.

Menumbubkan serlo mengembanghan kesadaran dan tangpung

jawab masyarakat melalul peayilaban haikam, bimbingan,
pend ik dan pelptilion

Henpky hayantt o Muriiw [ wbiuban

- berikan pembinaan terscbul
sths FEEE';LI::E[R’:[L“ Fﬂla'l-.slﬁnu.‘m tata ruang yang,
a0 mtﬂ wilayah. Konsekuensi darf adanya pemanfaatan
s 2 !u":qf:.ll-c. secuai dengan Tencana tata tuang wilayal
ruRsi Y08 ﬂm ditetapkin berdasarkan undang-undang inl
habupatenhow T s Dacrah yang bersanghutan, Disamping
Eun!,ml;nh"“ izin yang telah diberikan dan dicabut atau dibatalkan
i aPaHhi tahymakn apabila dapat dibuktikan bahwa tala ruang
e B i roleh dengan fktikad baik, terhadap keruglan yang
hfmﬂ te-.l:;as.-ﬂ P bt pembatalan izin tersebut dapat dimintakan
tim
: ak.
Fnﬁ:ﬁ: ::;‘;E::;L bangsa Indonesia terdiri alas tiga matra atau
ey ang daratan, ruang laut atau ruang di bawgh taneh
g afes tanah (ruan anghasa). Secara jujur dapt dikataken
dantuanR At e menjad] tumpuan perhatian Pemerintah
B | herkaitan dengan tata ruang daratan, sehingga
hanya 08 Fo fan tola rungs i bawah tanvah fidak mendapatkan,
1._1_|:_._;_unngglﬂsh:15'“"ﬂm‘ I'mimﬁtlf pemikitan Pemerintah Inslonesia
perhatian i:?:‘-.ﬁ:mh;engunu dan mengatur menyanghul tala ruang
u_nh-JH_l-d: ) t.ta.t.n- FuANg di bawanh tanah, karena kedua tala nuang
e -‘Er;'-b.in 1k bersentuhan dengan hukum intemasional atau
e o :,er.:n Selain ity, pemikitan Pemerintah Republik In-
TRV, ': i np.' 1:n1hwa persoalan tata ruang angkasa khususnya
mmmmﬁinﬁihih banyak berhubungan dengan peravalan
?..:u.*.m Imr1 r'11-,,“-, i :;-,-rmxl.nn nasional tidak terlalu berperan.
mmm“slm‘dz;?a; persoalan fata uang di bawah tanah, bukan
fhfnl;:_:&.ﬁ:nnﬂ |1tlun}rn|1[;klnl kepentingan masyn m‘r.al.h:.]th:::ﬂ:;
e upun secara berkelompok. Akan tetapl, ““_ N '-'"
-_.-...H'.'lduEt F;:rsm'lnn antar negara, karena kalau kita I:w_-_thL.?r;
:-:.?ELTI;:IHI'E‘lFi{\ILII (Hukum Agraria), maka masalah tata &unﬁdm::r:ﬂ
tanah merupakan kewenangan sepenubnya l""-'11'|i."l‘|.11. . ur e
; - atai masyaraiat tickak dlperkrnnnknnuntuhda.palmng
F:':‘:: moemiliki ruang, di bawah tanah tersebut,

" i) ‘|l11
Penpaturan mengenal tata ruang angkata perlu me :1.:4:; :

[ |'i|| :1 saepiua darl |n-mcn'mﬂh, karena merapakan [h-'_llﬂtﬂ I 1'“
:hsrl;m.m;ni{ yaitu Hukum Agraria sebagaimana yang diatur dalam
ikl Wk FE

Pasal 1 Eetentuan-Kelentuan Dasar Pokek Agraria dinyatakan
AEB L
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bahwa: Seluruh bumi, ale dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung i dalarmnya dalam wilayah Republik ndeo-
nesta sebagal karunia Tuhan Yan & Maha Eea adalah by
ruang angkasa bangsa Indonesia dan me
{avat (2)). Hubungan antara ban
ruang anghasa teemaksud dalam .
yang bersifat abadl (ayat (37),

mi, air dait
rupakan kekaysan nasional
£sa Indonesia dan bumi, air dan
wyat{2) pasal ini adalah hubun gan

INWI Pendaftaran Tanah

srsoalan yang sangat penting
aran tanah merupakan persoalan s
- ﬁji[’: r;:ru:u pendaltaran tanah merupakan awald ﬂ':iiln:"rﬂ
qu!—mf ;c'hufjﬁﬁﬁdﬁlf EEiiEr‘rﬁﬁthﬁ_:_a_tp_a_E@,h_-&s'tu.m;ﬁ.hﬁ:_ﬂ-n
IPM{‘E;'ﬁéﬁHAEufm Earvah lerscbut sehingga 1-"-'?1': m;:jj -.L-Iun'.':J
meﬂdn murintah untuk melakukan pendaftaran ﬁif'ﬂal 19 ULII1.‘:
'}“ﬁ a_hprn.;lunmia_. Hal lr‘l.l sosual ketentuan dalam Mas '
ot b LR g % =
kanseba n.:l:-cnh‘lit: :
o :n 'l."ni:'ugn"liﬁ kepastian hukum, oleh Pi..'ln'-‘lmhll'l l“-":'“-m
W', Uniduk m t mdiw[umh wlla}'-!l.h Rl..’j-':"l-ll"h." |n.}|:.'|.t_T|.lll1Ll1|_|n|t
kel ﬂh“;:;u;;e:mman yang diatur dengan Feraturan Pemurintab
clen . ;
V2 Pendaftaran lersebut dalam ayat (1) pasal ind meliputd:

h
srpetaan, dan pembukuan tanah;
. pengukuran, perpetaan, |
f - H:uﬂnrnn hak-hak atas tanah dan peralihan hak hay
L L LTE L
terselsn; e ’
s rvuntarrl.nnur.u-wmthu'ldal:rub.llhnlw. yang berlakil sehaga|
. alat pembukifan yang kuat,
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X Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
negara dan masyarakat, kepeluan falu Hiins sosdal ekonomi serin
kemungkinan pq:n}"olu:1f:;.-,4|r.1.mn_vn. menurut pertimbangan
Menteri Agraria,

+. Dalam Peraturan Pemerintah diatur binya-biaya yang bor-
sangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat {1}
di atas, dengan kelentuan bahwa rakyat yang tidak mamp
dibebaskan dar| pembayaran blava-biaya torsebyy,

Sebagai Hindak Tanjut darj perintah Pasal 19 ayat (1) Lupa
tersebul, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah MNomor
10 Tahun 1961 tentang Perwdaltaran Tanah, PBerpatokan pada per-
kembangan yang Buegltu pesat dan banya knva peraoalan pendaftaran
tanah yang muncul ke pennukaan dan tidak mampu diselesaikan
ofeh PI' Nomor 10 Tahun 1961, maka setelah orlaku selamg kurang
lebih 38 tahun, pemerintal mengeluarkan P Nomor 24 Tahun 1097
tentang Pendaltaran Tanah.

Peraturan Pemerlntah tomar 24 Talian 1997 lentang Pendaflaran
Tanah yang ditetapkan oleh pemerintah paca tanggal 8 Juli 1997
menepakan peraturan Pelaksanaan dan amanat yang ditctapkan dalam
Pasal 19 UUPA dan e ggantikan Peraturan Pemerintak Nomor 10
Tahun 19 tentang Pendaltaran Tanaly yang selama ini menjad! dasar
hukum bagi pelaksannan pendaftaran tanah di Indonesia, Diber-
lakukannyn Peraturan Pemerintah tersebut merupakon usaha Peme-
rintah untuk menyedinkan dasor hukum yang kuat sehingga
senantiosa sesual dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
bagi pelaksanaan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian
hBukum kepada masyarakai mengenni hak atas tannhnya. Pasal #4
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan
bahwa dengan berlakisnya Peraturan Pomerintal, Inl maka semua
peraturan perundang-undangan schagal pelaksana Peraturan Perme
rintah Nomor 10 Tahun 1961 masily tetnp berlabu sepanjang Hdak ber-
lentangan atau divbah atay diganti dengan Peraturan Pemerintah {nj,
Landasan bagi pelaksannan tugas dan fungsi pendatiaran tanah
sesungguhnya telah diletakkan buh sebolum Peraturan Peineriniah
Nomor 10 Tahun 1941 Yang sangat diperluban uniuk OB
imelaksanakan LUPA, Dhalam Peraturan Pemerintali Mosmw 24 Tahun
17 yang menyempurmakan Peratuaean Pemne rintaly Patnnion 10 Tahiti
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1961 ini, tujuan dan stelsel Pendaltaran Tanah tetap d:ﬁj:':;:hﬂ"-n::_:
ang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam t:i.j,:k m
- n:!..lj;laran tanah diselenggarakan dalam rangka mem 1]. 4
5 inan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa ql:_]:r
Fﬂml' dianut ndalah stelsel negatif tetapl mengandung unsur positlf,
ﬁfe!:m a:nn menghasilkan surat-surat tanda bukti h.ak}'a:g b:.;r].ln:::
sebagai alat pembuktian yan jl;z];ual, ::E}m;:[ail:;?g i::ﬂ I;; ;:ﬂ i_‘:ﬂ“l
*asal 19 ayat (2) hurul ¢, Pasal 23 ayat 2}, ;
::!;::rlilt {IjHUU{FL Pendaftaran tanah juga teta pdﬂaks;lina:;::::‘l:tl:l
2 {dua) cara, yaitu secara sistematik yang meliputi h'idili',r g
atau kelurahan, otau sebagainya yang teratama : a o
prakarsa pemerintah; dan secara sporadik, yaltu penda tﬂﬁ.mnmm .
bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau pe
vang bersangkutan secara indlvidual atau massal. t .
Pendaftaran Tanah diselenggarakan antara lain ll-ll‘_,;l.:
mmﬁﬁiﬂm{ Informasi kepada pihak-plhak yang herke}::n :In ﬁnm
agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan »
:E:;kn melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bldang tana

atau gatuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, Fenyn:l::‘z
data tersebut dllaksanakan oleh Kantor Perfanahan Kalwipate

Kotamadya seksi tata usaha pendaftaran tanah, yang dikenal sebagai
daftar umum, yang terdiri atas: '

1. peta pendaftaran, yaitu peta yang menggambarkan bid T:.h atau
R bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah;

b. daltar tanah, yaitu dokumoen dalam bentuk daftar yang memual

i i i ;
identitas bldang tanah dengon suatu sistem pfr'r:?m}rnn. i
surat ukur, yaitu: dokumen yang memual data I|r-.-_|n:.-iuntu i 8 :f
tanah dalam bentuk peta don uraian yang diambil datanya da
peta pendaftaran,

1. buku tanah, yailu: dokumen dalam bentuk daftar yang memua
= data yvuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang
sudah ada haknya; ,
dinfiar nama, yaliu: dokumen dalam bentuk daftar yang [l'u.‘:n::i‘l:
keterangan mengenal pengudsaan lanah dengan sustu 1: ~.,JI||; :

L ¥ (] I :

tanat, atan Hak Pengelodaan, dan mengenal pemiliban Ha i

Abas Satan Humah Susun oleh orang perseorangan atao badan

Tsibkyiowe baalaniul pa
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A Pengertian Pendaita ran Tanah

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomaor 24 Tahun 1997
menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian Kegiatan
yang dilakukan oloh Pemerintah socara torys menerus, berkesinam-
bungan dan teratur, mellputi: Pengumpulan, pengalahan, pem-
bukuan, dan Penyajlan serta pemeliharaan daty lisik dan data yuridis,
dalam bentuk petadan daftar, mengenal bid ang-bidang tanah dan
satuan-satian rumah susun, termasuk pemberian supgt tanda bukti
haknya bag hjdnng-hl'dnng tanah yang sidah nda ha knva dan hak

milik atas satuan fumah susun serla hak-hak tertentu yang mem.
bebaninyg,

Pendaltaran tanah ersepyt pada dasamyn men, pakan kowajiban
Pemerintal Yang telah diatur sebelum Berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 997, yaltu baik dalam LUPA maupun
Peraturan Pemeriniah Nomor 10 Tahun 1961,

B Prinsip yang Dianut dalam Pendaftaran Tanah

Menurul Pasal 2 Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun [,
Pendaftaran Tanah dila ksanakan berdasarkan asad sederhana, aman,
lerfangkau, mutakhir, danterbuka, Asya sederhana dalam pendaftaran
tanah tersebui dimaksudkan 3BT kelentuan-ketentuan pokok
Maupun prosedumya dengan mudah dapat dipahami ofeh plhak-
pihak yang borkepentingan, teny tama para Pemegang hak atas tangh,
Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah Perlu diselenggarakan secara teliti dan eermat

mh!nm;almiln}-'u dapul micmberikan faminan kepastlan bukum sesyal
dengan tujuan pendaftaran tanah {jy sendird, Asas teangkay
dimaksudkan ketedangkauan bagi pihak. pihak yang memerukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuban dan kemampuar,
golongan ekonom| femah, Pelayanan Yang diberikan dalam rangka
Penyelengearaan pendafiaran tanah harte bisy terjangkau oloh prra
Pihak yang memertukan, Asas mutakhiy dimaksudkan kelenghkapan
Fang memadal dalam pelaksanaannya dan Fesinam bungan dalam
Pemeliharaan datanya. Datg Yang tersedia harus menunjukkag
atann yang mutakhir, Uitk it peebu ik kewajiban mendafiae
dan pencatatan perubahan- porubahan yang enadi di kemnudian hay
A inutakhir menuntut dipelibaranya dalg Pendafiaran tanah secary
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terus menenus dan berkesinamburgan, sehingga data yang tessimpan
di Kantor Perlnnahan selalu sesual dengan keadaan nyata di lapangan,
dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenal data yang

benar setiap saat.
Namun demikian penerapan asas dalam pendaftaran tanah
rurn:but perlu dikaji ulang, khususnya terhadap asas mura:. ut:L-m
sederhana karena akan berdampak bagi pmdut y.:nt;j dlh;lﬁlr::kan.:z
' : tian hukum dan hak- ;
rangka memberikan faminan kepas
tnnfh‘iiu sendirl, Sebab dalam rangka pendaftaran tanah ul.nhh.;:
pelakeanaan pengukuran agar hasil yang dlipjrn!uh h:l';ih Th;muk:"
sbidang-bldang tanah yang ,
data fisik maupiin data yurld|s alas : . :
-_!;pmr!ul;un waktu yang cukup panjang dengan Ihlﬂj'ﬂ yang, ;LlatJ:
tinggi, sehingga penyajian data nantinya dllmr.:ﬁnn Igp::
4 - hukum atas bWdang-bldung tanah
memberikan janidnan kepastion .
tersehut bagi pihak-pihak yang berkepentinga n; ;ngtmtr::i:]:::
/ ukan untuk suatu
farmasi data tanah yang diper .
:':l."ﬂg,ﬁl.llhhlﬂ ng-bidang tanah dan satuan-satian ramah susun yang

st ol terdaftar,

C. Tujuan Penyelenggaraan Pendaftaran [hn.:li e
[3alam Peraturan Pemerintah h'nmulr 24 Tahun W‘:;ﬁﬂ::‘
menyempumakan Meraturan Pemerntah Nomor 10 -:]-ﬂil-'ltun1n mmh:
tetap dipertahankan tujuan di:'.elc'ngg.!mhnnyr: p-::lt ;Uﬂ[_'r}lﬁ o
yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal | ,j].-mln
bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka mcIn ﬂ; .
kepastian hukurn di bidang pertanahan (rechtskadester nlm.l:‘ .r,:,:q 5.:-1
dastre], Secara garls besar einclan bifuan pendaflaran r:: n‘m:. ! e [f':. i
yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Mom

Tahun 1997, yaltu:
. unbik memberikan kepastian hukum dan po t‘!|;1du1‘lgﬂll huku?
. bidang tanah, satuan ruma
kepada pemegang hak atas suniu
'plll-f:m d.T-;- hak-hok lain yang terdaftar, agar dengan muda hkdnlpat
membuktikan dirinya sebagai pomega ng, hak ymmlﬁcr:a.rtnllu m:.l.
Untuk fta kepada pemegang haknya diberkan serifikat se N
sural tanda buktl haknya.
boountuk menyediakan informasl kepada pihak-plhak 1_,'|.1|1,.:
| Berbopendingan, wrmasuk Pemartaly, agar dengan modah ilapa
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memperoleh data yang diperlukan jika mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumakh
susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajlan data tersebut
dilaksanakan oleh seksi tata usaha pendaflaran tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang dikenal sebagai daftar

umum, yang, terdiel atas peta pendaftaran tanah, daftar tanah,
surat ukur, buku tanah dan daflar nama.

D. Hak-hak atas Tanah yang Merupakan Objek Pendaftaran Tanah

Objek Pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah
MNomor 24 Tahun 1997 meliputi:

a. bidang-bidang tanah yang dipunyal dengan Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

¢ tanah wakaf;

e hak millk atas satuan rumah susun;
¢ hak tanggungan;

f. lanah negara,

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat diberlkan oleh negara
atas tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara, tetapi
dimungkinkan juga Hak Guna Bangunan atau, Hak Pakai diberikan
oleh pemegang Hak Milik atas tanah, Dan dikarenakan belum ada
pengaturan mengenai tita cara pesnbebanannya, dan belum ter=ed|n
formulir akta pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakal di
atas tanah hak milik. maka untuk sementara (sampal saat ini} belum
ada Hak Gunao Bangunan dan Hak Pakal yang diberikan di atas tanah
hak milik Borbeda dengan objek-objek pendaftaran tanah liinny.,
pendaftaran tanah negara dilakukan dengan cara membukukan
bidang tanah yang bersangkutan dalom daftar tanah, hanya aals
sertifikatnya tidak diterbitkan, Sementara flu untuk obijok pendaltaran
lanah yang laln maka objek tersebut didaftar dengan mom-
bukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta me-
nerbitkan sertliikat sebagal surat tanda bukt haknya. Dalain Pasal |

dirumuskan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuassi lengsung
oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak
atan tanah. Saya Berpendapat baloa yang dimabsind dengan obijek
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pendaftaran tanah bersebut pukan tanah negara dalam arti yang luas
melalnkan terbatas pada jenis tanah negara dalam arti sempit yait
atas tanah-tanah hak yang teloh jatub tempo (misal Hak Guna
Ranpunan, Hak Guna Usaba, Hak Pakai).

E Slstem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaltaran yang digunakan adalah sistem I-[“hh“.;:‘-::.
hak (registration of fitfes), selagalmana ;Ilp_;unnklnn -.T.u T:t-, l:”,.,,
lengparaan perelaltaran tamah et Peraturan | unun:x .h . i
10 Tabun 1961, Hal lersebut lampak dengan adanya bu .|I5 .n. ..I
webapai dokumen yang memual data yuridis dan |.1.|1.11I||r-. ; -,-I.:u:l
-.Iihirhpun dan disajikan scrta diterbitkannya sertifikal sebagai sur.
randa bukb hak atas lanah yang didattar.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 UUTA 111.||---.
untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas :.-mtull T-II.:”.:;
tanah, pemerintah wajlb menyelenpggarakan Fhm!JJI'..-T.Ln l.m.: ll tn t g
pemerintah dalam hal Ini Badan Pertanahan Nas |l‘l[1.'.ll aanijal bx |-.|.
dalam menyelenggatakan Pendaltaran Tanah alk secara ﬁl'-llllllltl
maupun '."-|.J-Elril|.1“'.. honya saja dalam pendaftazan 1.1|1.|[|. qr.l.:r;-.
sporadik maka bobaol proaktif adalah terletak pada pemegany, i
atas tanal. 2

Hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guma I'L.'Ln;:,un.,m. I I!.-|':.1| a |I.1
Hak Pengelolaan, tanah wakal dan Hok Millk Alas Satuan : ||||.I1|1| ,
Susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tana :: ||rll.|;
memual data yuridis dan data fislk bldang Il:tl'l-lh ],'41I1|..'|}.'n:r"~.lr|];., Ll i
dan sepanjang ada surat ukumnya maka dicatat pula status |H. I?Il,:
pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku l.um{ 1. t
pencatatannya pada sural ukur tersebut merupakan bukti l1-I.ull. v
hak yang bersangkutan beserta pemegang hnhnya{-.l.n;'l _:”.:Il:r:
tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur Iulnlh dida I;L? ' i
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 r'“h”“L ' .Tr o
kepentingan -p-:megang]uk}'mgberu.anplkul.m?dﬂurhl.l, an ..:Jr ; n“.'

tanah sesual dengan data fsik dan data yuridis yang Lelah diddalia
dalam buku tanah,
F  Stelsel Pendaftaran Tanah

Steteel pendaltaran tanak yang, digunakan dalam Peraturan
Pemerintah Momor 24 Tahun 1097 adalab sami seperlh vang
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:'.l.l'.',ilr1..'r:|'ull'.|~:|.llp1l'l1 Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintal

omor 10 Tahun 1961, yaitu stefsel negatif yang mengandung unsur

:::: JL.. r"k;.ur:na i.'k']m menghasilkan surat-surat tanda buk hak '-"ﬂ-"H
chagat alal pembukt] an vange ku :

dalam LIUPA, yaltu; Gt e S

4. Pasal 1% ayat {2) huruf c;
b, Pasal 23 ayat (23

¢. FPasal 32 ayat (2), dan

d. Fasal 38 ayat {2} LULIPA,

e S 5.}1.11:1 sf:!s:f Inl, pihak-plhak YENE MErasa mempunyai sesuaty
apal melakukan gugatan terhada I
. Hhadap pihak-plhak yang na
fercantum dalam sertifikat, Fan s
r . - Hlanya saja dalam Peraturan Pepnerintah
ah:qm':::: :—:I;::-L Ili:??. pd:tl. Yalg merasa mempunyal suatu hak
: 451 hanya dalam jangka wakly 5 ()
diterbitkan sertifikat tanah u i doriln
i ntuk melak
bl g melakukan gugatan dalam ra ngka

G. Kekuatan Pembuktian Sertifikal Tanah

alam rangka memberikan
: kepastian hukum kepada pa
rl':"-.;n]:-g; r]g hnﬁ utats. tanah dan Hak Milik Atas Satuan Ru :1.111 Sl?ﬂ.rr:
alam Casal 32 ayat (1) diatur men ' i
. genal pengertian hal
::rli:i‘hat ta nn:jllw rlaku sebagal alat pembuktion }f.!tng‘.l:.lnl ELF:}'IJ] 1:::
nah merupakan surat tanda bukt van b I
rrlaku sebagal ai
pembuktion yang kuat men Fsik s
; genal data fisik dan data
termuat didalamnya sopan; i Aoiged i),
4 sepanjang data fisik dan data yoridi
sesuaidengoan data yang ada dala 3P
: m sural ukur dan bukuy ¢
Bersanghutan, Hal ind bera oy
arn, rarti bahwa seloma tdak o .
el ik dak dapal dibukilkan
M Tisik dan data yurldis vang tercant '
o e Yang ercantum didalamnyg
sebagat dala yang benar, baik dal ] :
Perbuatan hukum sefari hari : ol
sehar- moupun dalam berperk
pengadilan, Sudah barape reghaby
B tentu data flsik dan dota vuridi
tercantum dalam sertlfikat tanah h dltrdiis)
arus sesuar denpan dat
bercantum dalam surat ukur dan b R
: * buku tanah vang be
karena data-clata ity dia i (5 thgiuel sorci
i [ mbil dari dan sertifikat tan
i an ab tanal menipak
sallnan atas .:IJ'nr.'n yang dimuat dalam surat uwkur dan l-rulau}tmjlr: :
mempunyai sifat terbuka untuk umim (openhaer i), wlingge prihak
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vang berkepentingan dapal mencocokkan data dalam sorifikat denpagy
yong ada dalam surat ukur dan buku tanah vang disajikan pady,

Kantor Mertanahan,
Schagalmtana halnva dengan penyelenggaraan pendallaran tanaly
menurutl Peraturan Pemerintab Nomor 10 Tahun 1961 maka dies;,
atau kelurahon dijadikan satuan wilayah tata usaha pendaftaran,
Pembuluan data fisik dan data yuridis dilakukan desafkelurahan demj
desal kelurahon tetapl khusus untuk pendaftaran Hak Guna Usahg,
Hak Mengelolaan, Hak Tanggungan dan Tanah Negara, satuan tatq
usaha pendaftarannya adalaoh kabupalen atau kotamadya karng
umumnya areal Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan dan Tanah
MNegara meliput] beberapa desa atau kelurahan demikian pula dengan
oblek Hak Tanggungan yang, meliputi beberapa bidang tanah yang
terletak di beborapa desa atan kelurahan dalam satu wilayah keejy

aalu kantor Pertanahan.
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